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1'ENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN
PEGAWAI NECERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPAITTEMEN KEUANGAN

]\4{JNTEI].I KEUANGAN,

: a. balrwa penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil rnerr-rpakan faktor
penting clalarn tnenttnjang kelancaran pelaksanaan reformasi birokrasi
Departenren Keuangan;

c .

bahwa pengaturan nrengenai penegakan elisiplin Pegawai Negeri Sipil
telah clitetapkan dalarn berbagai peraturan perundang-Llnclangan dan
peratrtran pelaksarraannya;

ballwa guna mewujuclkan psnsgerkan disiplin pegawai Negeri Sipil di
lingkr"urgan Depar:temen l(euangan yang optimal, harmonis, dan
terl<oordinasi, perlu adanya srlahl pedoman teknis yang dihimpun dari
berbagai peratruan terselrut pada. hurrrf b;

bahwa berclasarkan pertin-rbangan sebagairnana dimakstrd dalam huruf
a, humf b, dan huluf c, perlu tnenetapkan lnstnrksi Menteri Keuangan
tentang Pedoman 'I'eknis 

Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegan'ai
Negeri Sipil Di Lirrgkrn-rgan Departemen I(euangan;

Undang-Undang Nomor 8 
'Iahun 

7974 tentaltg Pokok-Pokok
Kepegarn'aian (Lernbaran Negara Republik Indrxresia 

'l'alrtrn 
I974 Nomor

55, Tambahan l,embaran Negara Reptrblik Indonesia Nomor 304i)
sebagaimana telah diubah cleng,au Undang-Undang Norlor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara l{epublik lndonesia Tahun 1999 Nonror 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahurr 1966 tentang Pemberhentian/
Pernberhentian Selnenta ra Pegar,vai Negeri (Lembar:an Negara llepublik
Indonesia Tahurr [966 Notnor 7, Tambahan Lemlraran Negara Repr.rblik
Indonesia Nomor 2797);

Peraturan lrernerin tal'r Nomor 24 fahr.rn 1976 tentang Cuti Pegawai
Negeli Sipil (Lembalan Negara Republik lndorresia Tahr-rn 1976 Nomor
57, Tambahan I-embaran Negara Republik lndonesia Nomor 3093);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian
Pegarvai Negeri Sipil (Lembalan Negara Republik Inclorresia Tahun 1979
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
3149) sebagaimana telah diubah dengan Peratnran Perner.intah Nornor 65
Tahun 20t)8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
1 4 1 ) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Reptrlrlik Indonesia Tahr.rn I980
Nomor 50, Tarnbalran Lembaran Negara Reptrblik Indonesia Nomor
3176);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahr-rn 1983 tentang Izin Perkawinan
Dan Pelceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Re1'rublik
Indonesia Tahun 1983 Nornor 13, Tanbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubal'r dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lenrbalan Negara Reprrblik
Iudonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lernbaran Negara Reptrblik
h-rdonesia Nomor 3424);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengaclaan
Pegawai Negeri Sipil (Leurbaran Negara Republik Inclonesia Tahun 2000
Nomor 195, Tambahan l-embaran Negara Republik hrdonesia Nomor
4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1l
Tahrrn 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrrn 2002 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
I.embaran Negara Republik Indonesia Nornor 4263);

Keputusan Presiden Nomor 20lP Tahun 2005;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang
Organisasi Dar-r Tata I(erja Departernen Keuangan sebagairnana telah
dittbah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149 /PMK.01/2008;

Kepritusan Menteri l(euangan Nomor 15/KMK.01/UP.5/1985 tentang
Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian
Tun.iangan Khusus Pembinaan Kenangan Negara Kepada Pegawai Dalam
Lingkungar-r Departemen Keuangan Republik Indonesia;

12. Keputusan Menteri Ketrangan Nomor 72/KMK.01 /1996 tentang
Besarnya Pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara
Bagi PegaH'ai di Lingkungan Departemen Keuangan Yang Tidak Masuk
dan Terlambat Masuk Bekerja,/Kuliah/ Belajar serta I'ulang Sebelum
Waktunya;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.014/2004 tentang
Ketentuan Ikatan Dinas Bagi Mahasiswa Program Diploma Biclang
Ker-rangan Di Lingkungan Departemen Keuangan;

Keputtrsan Menteri Keuangan Nomor 462/RMK.09/2004 tentang Tata
Cara Investigasi Oleh lnspektorat Bidang Investigasi Pada Inspektorat
Jenderal Departemen Keuangan;
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Keptrtusan Menteri T(euan gan Nomor 580/KMK.01 /UP.1,1, / 2006 tentang
Pendelegasian Wewenang Kepada Para Pejabat Di Lingkungan
Departernen Keuangan Untnk Menjatuhkan Hnkuman Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

Keptttusan Menteli Keuangan Nomor 24/ KMK.OI /2008 tentang
Reformasi Birokrasi l)epartemen Keuangan Tahun Anggaran 2008;

Kepada

MENGINSTRUKSIKAN:

: 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jencleral;
4. Para Ketua/Kepala Badan,
di lingkungan [)epartemen Keuangan.

Untuk, sesuai dengan tugas dan fungsi masitrg-masing:

Mewujudkan kelancaran pelaksanaan refonnasi birokrasi Depaltemen
Kcuangan l trelalrr i  optinral isasi perregakan disipl in Pegawai Negeri Sipi l .

15.

16 .

PER]'AIVIA

KEDUA

I(ETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Melaksanakan kebijakan penegakan
Pelaksanaan Penegakan Disiplin
Keuangan sebagaimana tercantum
Keuangan iui.

clisiplin berdasarkan Pedoman Teknis
Pegawai Negeri Sipil Departemerl
dalam Lar:rpiran Instruksi Menteri

Menetapkan kebijakan penclukung yang diperlukan bagi efektifnya
pelaksanaan Instruksi Menteri Keuangan ini.

Sekretaris fenderal mengkoordinir langkah pengawasan atas pelaksanaan
lnstruksi Menteri  Keuangan ini.

Pedoman feknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pep;awai Negeri Sipil
Departemen Keuangan sebagairnana dirnaksud dalarn Dikturn KEDUA
merupakan himpunan/kornpilasi dari berbagai peraturan . perundang-
undang;an rnengenai penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berlaku,
yallg ditujukan untuk mengoptimalkan dan mempermudah teknis
pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Depralfsrns. Keuangan, dengan tidak mengurangi arti atan menghapuskan
keberadaan aturarr yang berlaku.

Tata cara pernberian izin atau pemberian hukuman rtisiplin kepada Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan tetap clidasarkan pr2da
ketentuan peraturan perur-rdarrg-undangan di bidan g kepegawaian.

KEENAN,{
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: Segala ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan penegakan disiplin
Pegawai Negeri Sipil yang tidak tertuang dalam Pedoman Teknis
Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeti Sipil Departemen
Kenangan, dilaktrkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Instruksi Menteri Keuangan ini mulai berlaku pacla tanggal dikeluarkan.

Salinan Instruksi Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal, dan

para Sekretaris Badan di lingkungan Departemen Keuangan;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manr.rsia, Departemen Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum, Departemen Keuangan;
4. Kepala Biro Bantuan Hukum, Departemen Keuangan.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2009

MENTERI KEUANGAN.

t.t.d.,

SRI MULYANI INDRAWATI
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PE DOMAN TEKNIS Pril.AI(SANAAN PENEGAKAN DIS I pt,l N
I'EGAWAI NEGERI SIPIL DI I-TNGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

.  B A B I

PENDAFIULUAN

A. Latal Belakang

,_ Sebagai pelaksanaan dari prograrrl reformasi Lrirokrasi tli lingkungarr

l-eq11t9men l(euangan, telah cliterbitkarr Keputusan Menteri Keuangan Nomor
30/KMK.01/2007 tentang Reforrnasi Birokrasi Departernen Keuangan. Selanjutnya
clalam rangka peningkatan clisiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Depar.ternln
Keuangan,, telah ditetapkan Peraturan Menteri l(euangan Nomor iS /pNIX.Ot / zOOz
tentang Pedoman Peningkatan Disiplin I'egawai Negeri Sipil Di Lingknngan
Departemen Keuangan sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nonror 7I lPllK.Al /2007 .

Esensi dati Program refornrasi Lr:irokrasi adalah nrernberikan pelayanan
pttblik yang lebih baik. I'elayatran climaksud hanya dapat cliperoleh dari srratu
organisasi yang teratur dan tersnsun secara fungsional untuk menghasilkan otttput clart
otttcottrc yang memelruhi 3 kriteria yaknt ncceptnble (dapat diterima oleh masyarakat).,
npplicnble (dapat ctilaksanakan sesuai maksud dan tujuannya), tJan nccourttttb/e (dapat
d ipertan ggungjawabkan).

Dalam rangka mewujuelkan hal tersebut darr guna menunjang kelancaran
l'relaksanaan refonnasi birokrasi Departemen Keuangan, tl ibr.r tuhkan sumber day;i
manttsia yang kompeten dalam bekerja. Salah satu penrenuhan kebutrrhan kompgfgn5i
dimaksud dapat dicapai melaL-ri kehannonisan korrsep dan koore'linasi dalam
penegakan disiplin Pegawai Negeri sipil di lir"rgkungan Departemen Keualgan.

Pengaturan mengenai penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil telah
ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Unclang-
Undang Nonor B Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana ielah
diubah derrgan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Ireraturan Pemerintah Nomor 4
Tairun 1966 tentang Pernberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri,
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil, Peraturan Pemerirrtah Nomor l0 Tahnn 1983 tentang Izin Perkawilal Dan.
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
teutang Wewenang Pengangkatarr, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil. Dalam pelaksanaaunya, rnasih terdapat berbagai kendala yang ditemui oleir piirak
terkait khr-rsusnya dikarenakan belunr adanya kesepahaman dan keseragaman persepsi
dalam penerapan peratrlr.an tersebnt di atas.

Berdasarkan pertimba.ga* perlunya rnewujudkan penegakan disiprin
Pegawai Negerl Sipil di lingkungan Departemen Keriangan yang optlmal dan
terkoordinasi, perlu aclanya snatu petioman teknis yang clihirnptm clari berbagai
pera turan  d ia tas .
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B. RuangLingkup

Ruang lingkup pedoman teknis pelaksanaan penegakan disiPlirr Pegawai

Negeri Sipil Departemen Kenangan ini dibertakukan terhadap selttruh pegawai di

lingkr-rngan Departemen Kenangan, baik yang telah berstatr.rs sebagai Pegarvai Negeri

Sipil maupun yang masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil clalarn peclotnan teknis ini

adalah Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksucl c-lalam UndanS-Unclang Notlrlr B

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok I(epegawaian sebagaimana telah diubah dengarl

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, di lingkungan f)epartemen I(euangan.

Sedangkan yang dimaksrrd dengan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam pecloman teknis

ini adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1"974 tentang Potcok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubalr

dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 7999, di lingkungan Departernen Keuangan.

selanjutnya sesuai dengan ketentuan mengenai gaii yang berlaku bagi

Pegawai Negeri Sipil pada umumnya, maka pengertian gaji clalam pedoman teknis irri

adalah penghasilan PNS yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan

iabatan (bila ada), tunjangan perbaikan penghasilan, dan tunjangan lain yarrg Lrerhak

diterima berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dipotorrg

iuran wajib, yang dalam hal ini termasuk Ttrr-rjangan Khustts Penrbinaan Keuangan

Negara sebagaimana dimaksud dalam Keputr-rsan Presiden Nomor 15 Tahun 1971.

C. Tujuan

Pedoman teknis pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di

lingkungan Departemen Keuangan bertujuan uutuk memberikan petuniuk umum bagi

pelaksanaan penegakan disiplin, khususnya guna akselerasi dan optimalisasi rlalam

rrpaya penciptaan profesionalisme lrirokrasi pada Pegawai Negeri Sipil Departenren

Keuangan. Dengan demikian, dapat diwuiudkan aparat pemerintah yang bersih/

berwibawa dan bertanggungjawab serta memiliki kompetensi dan integritas yang

diperlukan.

Mengingat pengaturan mengenai penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil

merupakan kewenangan Kepala Badan l(epegawaian Negara, maka petloman teknis ini

hanya merupakan penyatuan dari berbagai peraturan yang telah ada atau bttkan

merupakan suatu aturan baru yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan'
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BAB It

KEWAJIBAN DAN LAITANGAN BACI PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. KEWAJIBAN
(uide Pnsal 2 Pernturat Penterintttlt Nonrcr 30 Talnm 1980 tentdng Peraturan Disiltlin Pegauai
Negeri Siytil).

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undarlg Dasar 1945, negara
dan pemerintah.

Mengutarnakan kepentirrgalt negara di atas kepeutingan golongan atau diri
sendiri, serta meltghindarkan segala sesuatu yang dapat mer-rdesak kepentingan
rlegara oleh kepeutingan golongan, diri sendiri atau pihak lain.
Menjunjung tinggi kehortnatan clair rnartabat negara, pemerintalr dan Pegawai
Negeri Sipi l .

Mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipii dan sumpatr/janji
jabatan berdasarkan peraturan perunclang-undangan yang berlaku.
Menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerir-rtah baik yang
Iangsung nlerlyangkut tugas kedinasannya maupLrn yang berlaku secara Lrmum.
Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh
pengabdian, kesadaran dan tanggurrg jawab.

Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat unttik kepentingar-r negara.
Memelihara clan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan
Korps Pegawai Negeri Sipil.

10. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahr"ri ada hal yang dapat
menrbahayakan atau nrerugikan negara /psms1i112h, terutama cli bidang
keamanan, keuangan dan materiil.

1 i. Mentaati ketentuan jam kerja.

12. Menciptakan dan rnemelihara suasana kerja yang baik.

13. Menggunakarr dan memelihara bararg-barang milik negara dengarl sebaik-baiknya.

14. Metnberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada rnasyarakat menurut
b idang tugasnya rnas ing- rnas i r  rg .

15. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
76. Membimbing bawahannya dalam nrelaksanakan tugasnya.
1.7. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya.
18. Mendorong bawahannya nrrtnk meningkatkan prestasi kerjanya.
19, Memberikarr kesernpatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya.
20. Mentaa ti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
21. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santLm

terhadap rnasyarakat, sesama Pegarvai Negeri Sipil, dan terhadap atasan.
22. Hormat rnenp;hormati antar sesama warganegara yang memelrlk agan.ra /

kepercavaan terhadap Tuharr Yang Maha Esa, yang berlainan.
23. Menjadi teladan seba€Jai warga negar.a yang baik dalam rnasyarakat.

2.

3.
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Mentaati segala peraturan gremnclang-r-rndangan dan peraturan kedinasan yang
berlaktr.

Mentaati prerintah keclinasan dali atasan yarlg ber'\^/enang.

Memperhatikan dan nrenyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yarrg
di terima nrengenai pelanggalan t-lisiplin.

B. I,ARANGAN
(tride Pnsnl 3 Perntwtrtr Penrcriutnlr Norrror. 30 Tnlum 1980 tentnng Perntrn'an Disiplin Pegntoti
Negeri Sipil)

1. Melakukan lralha'l yarrg dapat nenurtrnkan kel-rormatan atan rnaltabat uegara,
Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil.

Menyalalr gunakan ltrewenangrlya.

Tanpa izin pemerintah, menjac'li pegarvai atau bekerja untuk negara asiltg.

Menyalalrgunakan barang-barang, uang, atau slrrat-surat berharga milik negara.

Memiliki, menjual, mernbeli, nrenggaclaikan, menyervakan, atau menrinjamkan
barang-barang, cloliumen, atau sllrat-slrrat berharga n-rilik negara secara tidak sah.

Melalcukan kegiatan bersama clerrgan atasan, teman sejawat, bawahan atalt orang-
orang lain t1i dalam maupun di !uar' lingkungar-r kerjarrya dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan, atau prihak lain yang secara langsung atau tidak
langsr-rng melu gikan negara.

7. Melaktrkan tindakan yang bersifat negatif dengan maksrrd mernbalas rlendam
terhadap bawahannya atau orang lain di dalarn matrpun cli luar l ingkungan
Ker)a11ya.

Menerinra hacliah atau sesuatu penrberian berupa apa saja dari siapapr"rn jtrga 1ralg
diketahui atau F)atlrt dapat didr-rgir bahrva pemberian itu bersangkutan atau mungkin
t'rersangktrtan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Merlastrki tempat-tempat yang ciapat mencemarkan kehormatan atau martabat
Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan.

Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.

Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak rnelakukan stratu tindakan yang
dapat beraki lrat nrenglralangi atau menlpersul i t  salah sattr pihak yang di layaninya
sehingga mengakibatkan kemgian bagi pihak yang dilayani.

Menghalangi berjalannlza trrgas kedinasan.

Membocorkan rlan atau mernanfaatkarr rahasia negara yang diketahui karena
kedr-rdukan jal'ratan untuk kepentingan pribatli, golongan, atarr pihak lain.

Bert indak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk
nrentlapa tkan pekerjaan atau pesanan clari kanior / instansi perlerintah.

Memil iki  saharn/moclal dalam Lrerr isahaan yang kegiatan Lrsahanya berada dalam
ruang lingkup kekuasaannya.

16. Memil iki  saham snatu penrsahaan yarlg kegiatan usahanya t idak berada dalam
ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah cfan sifat pemilikan itu setlemikian lupa
sehingga melalui pemil ikan saham tersebut dapat langsung atal t idak langsLrng
menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaall.

2.
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Melakukan kegiatan usaha rlagang baik secara resmi maupun sambilan menjadi
direksi, pimpinan atau kornisaris pelusahaan swasta Lragi yang berpangkat
Pembina golongan IV,/a ke atas atalr yang melnangku jabatan eselon I.

Melakukan pungutan tidak sal-r dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan
tugasnya untuk kepentir.rgan pril.radi, golongan, atau pihak lain.
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BAB III
HUKUMANDISIPLIN

A. JENIS HUKUMAN DISIPLIN.

1. Hukuman Disiplin Ringan (uide Pasnl 6 aynt Q) Perntrrnn Penterintah Nonror 30
Tnlnm 1980 tentang Persturmt Disiltlin Pe.gnzt'ni Negeri Sipil):
a. Teguran Lisan.
b. Tegr-rran Tertulis.
c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.

2. Hukuman Disiplin Sedang (ttide Pasnl 6 aynt (3) Perattn'nn Pemerintnh Nontor 30
Tahun 1,980 tentntlg Peraturnn Disiplin Pegauai Negeri Sipil):
a. Penundaan kenaikan gaji berkala.
b. Penurunan gaji sebesar satrr kalikenaikan gaji berkala.
c. Penundaan kenaikan pangkat.

3. Hukuman Disiplin Berat (aide Ptsal 6 aynt (4) Pernturan Penrcrintah Nomor 30 Talunr
7980 tentang Percturnn Disiplitt Pegmuai Negeri SiStil):

Penurr'nan pangkat pacla pangkat yang setingkat lebih rendah.
Pembebasan dari jabatan.

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai
Negeri Sipil (PNS).

r-1. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

B. PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM.

1. Presiden, bagi:
a. PNS yang berpangkat Pernbina Utama Muda (Gol.

hukuman disiplin berupa pemberhentian; atau

a .

b.
c .

IVlc) ke atas, untttk

jabatan lain yang
di tangar-r Presiclen,

b. PNS yang memangku jabatan stmktural Eselon I atau
wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada
untuk hukuman disiplin berupa pernbebasan dari jabatan.

(uide Pnsal 7 aynl (1) Peraturnn Pemerintnh Nomor 30 Talnm 1980 tentang Pernhn'an
Disiplin Pegawtti Negeri Sipil Sipil jo. Pusal 22 Peraturan Pemerintah Nontor 9 TnJunt
2003 tentary Wewennng Pengnngkntnn, Pemindnhnn, dan Pen terlrcntian P egaruai Negeri
Sirtil\

2. Menteri Kenangan, bagi PNS yang berpangkat Pembina Tk.I (Gol. IVlb) ke
bawah, untnk hukuman disiplin benrpa pemberhentia n (uitle Pasnl 7 aynt (7)
Pernturnn Penrcrintalt Nonnr 30 Talum 1980 tentnng PerahrarL Disiplin Pegawai Negeri
Sipil jo. Pnsal 23 ayat (1) Pera n'an Penterintnh Nonror 9 Talan 2003 tentang Weuten.lng
Pengnngkntan, Pemhdtrlnn, dnn Pentberl rcnt ian P egawai Negeri Sipil).

3. Menteri Keuangan dapat mendelegasikar-r wewenang penjatuhan hukrrrnan
disiplin kepada pejabat di bawahnya kecrrali sebagaimana pada angka 2 (uide Pnsnl
8 Perntu'nrr Pentet'htnh Nornor 30 Tnlnn 1980 tentarry Peraturan Disipliu Pegnzoni
Negeri Sipil),

4. Para pejabat di lingkungan Departernen Keuangan yang bern'enang mer.rjatuhkan
hukuman disiplin adalah sebagai berikut.
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a. l'ejabat Eselon I yaitr_r:
1) Sekretaris]enderai;
2) Direktr-rr lenderal Anggaran;
3) l)irektnr Jencleral pajak;
4) Direktur lenderal Bea dan Cukai;
5) DirekttrrJentleralPerbendal'raraan;
6) Direktur Jenderal Kekaynnll Negara;
7) Direktur Jenderal Perirnbangan Keuangan;
B) Direktur Jenderal Pengclolaan Utang;
9) Irrspekturfenderal;
10) Ketr-ra Baclan Pengawas Pasar Modal dan Lernbaga Keuangan;
11) Kepala Badan Kebijakan Fiskal;
72) I(epala Badan Pendidikan dan Irelatihan Keuangan.

b. Pejabat Eselon Il, yaitu:
1) SekretarisDirektoratlentleral;
2) Sekretaris Badal;
3) Sekretaris Inspektora t fenc{er al;
4) Ke;.rala Biro;
5) Direktuc
5) Inspektur;
7) Kepala Pusat;
B) Sekretaris Pengaclilan Pajak;
9) Kepala Kantor Wilayah;
10) Jabatan lain yang setingkat.

c. Pejabat Eselon IlI, yaitu:
1) Kepala Bagian;
2) Kepala Sub Direktorat;
3) I(epala Bidang;
4) Sekretarjs I'engganti Sekretariat Pengadilan Pajak;
5) Kepala Kantor;
6) Kepala Balai;
7) Kepaia Pangkalan Sarala Oprerasional;
8) Jabatan lain yang setingkat;

cl. Pejabat Esekrn lV, yaitu:
1)  Ke1u16 Srrb Bagiarr ;
2) Kepala Seksi;
3) Jabatan lain yang setingkat.

(rside Pasttl I Perntm'nn Penterintnh Nonnr 30 T'nluut 1980 tentang Pernturmr Disiplirr
Pegazuai Negeri Siltil jo. Kepthrcnn Menteri Keuartgan Nonnr SB0/KMK.01/UP.11/2006
letrtnng Pertdelegnsiur wezuumrtg Kepntln Para Pejnbnt tli Lingkturyan Depttrtenrcn
Keunngttrt Llrttrtlc Meujntuhknn [:]rtktunnn Disiplitr Pegazuai Negeri Sipil jis. Pernturmr
Merieri Keunngnn Nonnr 100/PMK.01/2008 teuttlt'tg orgttrtisttsi Dnn Tntn Kerjn
Depv[sx1s11 Keunngut sebngninnna telnh dithah dengnn perattn'nr Menteri Keunngnn
Nornor L 49 lP A4K.0 I/200S)
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Pejabat Eselon I sebagairnana dimaksud pada angka 4 huruf a berwenang
menjatuhkan hukuman disiplin berupa:
a. l) Teguran l isan;

2) Teguran tertulis;
3) Pernyataan tidakpuas secara tertulis;
4) Penundaan kenaikarr gaji berkala;
5) Penurulran gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala;
6) Penundaan kenaikan pangkat,
kepada PNS yang nremarrgku iabatan slruktural eselon II atau yang setingkat
di l ingkungan masing-masing.

b. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah, kepacla PNS
yang memangku jabatan struktural eselon II, eselon III, eselon IV, eselon V
atau yang setingkat serta PNS lain di lingkungan masing-masing.

c. Pembebasan dari jabatan, kepada PNS yang memangku jabatan strtrkttrral
eselon IV, eselon V atau yang setingkat di lingkungan masing-masing.

(ztide Pnsnl B Peratu'nn Penterintnh Nonnr 30 Tahun 1980 tentarrg Pernturan Disiltlin
Pegnwai Negeri Sipil jo. KEtttuswt Menteri Keuangan Nomor 580KMK.01ft1PJ1.n006
tentnng Pentlelegasinn Wsutellnng Kepadn Parn Pejabat di Linglrmgnn Depnrtemen Keunngon
Llrrttrk Menjntuhknn Hukrnnnn Disiplin Pegnwai Negeri Sipil jis. Pernturnn Menteri
Ketmngan Nomor 100/PMK.01/2008 tentnng Organisasi Dan Tata Kerja Deltartemen
Keuangan sebagahnnnfl telnh dhfuah dengun Perahran Menteri Keuangon Nomor
149/PMK.01./2008)

Pejabat Eselon II sebagairnana dimaksud pada angka 4 huruf b berwenang
menjatuhkan hukumatr disiplin berupa:
a. 1) Teguran lisan;

2) Teguran tertulis;
3) Pernyataan tidak puas secara tertulis,
kepada PNS yang memangkn jabatan struktural eselon III atau yang setingkat
d i l ingkungan masing-masing.

b. 1) Penundaan kenaikan gaji berkala;
2) Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji ber.kala;
3) Penundaan kenaikan parlgkat,
kepada PNS yang memangktr jabatan struktural eselon III, eselon IV, eselon V
atau yang setingkat serta PNS lain di lingkungan masing-masing.

(uide Pnsnl B Peraturnn Penrcrintah Nomor 30 Tnlum 1980 tentlng Peratrran Disiptlht
Pegawni Negeri Sipil jo, Kepuhrcan Menteri Keuangnn Nomor 580/KMK.01LIPiln006
tentffiry Pendelegasinn Wewenang Kepada Para Pejnbat di Lingkungan Departenten Kernngan
L[ntuk Menjntuhkan Hukunran Disiplin Pegawai Negeri Sipil jis. Pernhran Menteri
Keuangan Nomor 700/PMK.01/2008 tentnng Organisasi Dan Tntn Kerja Departemen
Keuangan sebagaimnnn telnh diubnh dengan Peraturnn Menteri Ketwrgan Nomor
149/PMK.01/2008)

6.
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7. Pejabat Eselon lll sebagaimaua dimaksud pada angka 4 huruf c berwerrang
nr enjatuhkan hukuman disiplin berupa:
a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis;
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis,
kepada PNS yang rnemangku jabatan struktural eselon IV atau yang setingkat di
l ingkungalr masing-masing.
(aide Pnsnl B Perahran Penrcrintah Nonnr 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiptin
I'egnuni Negeri Sipil jo. Keputusmr Menteri Ketwignn Nontor 580/KMK.0\/Up.11n006
tertang Pendelegnsian Wewerwg Kepndn Pnrn Pejnbnt di Lingktutgan Departenten Keuangnn
Lhrtttk Meniat tlsttt Hnkuntnn Disiplirt Pegnzuai Negeri Sipil jis. Peraturan Menteri
Keunngnn Nonror 700/pMK.01/2009 tentnng Organisnsi Dan Tata Kerjn Departenrcn
Keuangatt sebaguintana telnh dinbah dengnn Peraturnn Menteri Reuangan Nonnr
u9/PMr,.01/2008)

8. Pejabat Eselon lV seba6Jaimana dimaksud pacla angka 4 huruf d berwenang
menjatuhkan hukuman disiplin berupa:
a. 'feguran lisan;
b. 'Ieguran 

tertulis;
c. Pernyataan tidak plras secara tertulis,
kepacla PNS yang memangku jabatan struktural eselon V atau yang setingkat serta
PNS lain cii lingkungan masing-masing.
(uide Pasal I Pernturan Penrcrhinh Nonnr 30 Talnm 1980 tentang Peraturan Disiplitt
Pegnuai Negeri Siltil jo. Keptiusnn Menteri Keuangan Nontor 580/KMK.01/\JP.11/2006
tentmrg Perdelegasinn Wnuenang Kepadn Para Pejahnt di Lingkungnn Departenren Keuangat
Lhrtttk Menjatuhltnrt Htrkturran Disiplirt Pegawai Negeri Sipil jis. Peraturan Menteri
Keunrtgnn Nontor j,00/pMK.01/2008 fentang Organisasi Dan Tata Rerja Depnrtenrcn
Keuangntt sebagninnnn telah diuhnh dengan Peraturan Menteri Keuangnn N onror
149/PMK.01/2008)

C. PEMERIKSAAN

1. Pejabat yang berwenang menghukr-rm wajib terlebih dahulu melakukan
pemeriksaan sebelum menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS untuk
tneugetahui kebenaran adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS (r,ide
Pasnl 9 aynt (L) Peraturnn Penrerintnh Nonror 30 Tahun 1980 tentnng Peraturan Disiplin
Pegnwni Negeri Sipil).

2. l'emeriksaan terhadap PNS yang akan dijatuhi huknman disiplin oleh Presiden,
dilakukan oleh Menteri Keuangan atau Inspektur Jenderal (aide Pasal 11 Peraturan
Penrcrhttth Nornor 30 Talnm 1980 tentnng Peratutran Disiplin Pegazuai Negeri Sipil).

3. Pemeriksaan terhadap PNS yang akan dijatuhi hukuman disiplin berat dilakukan
oleh Inspektur |enderal (aide Pastrl 6 nynt (4) dan lrasal 77 Peraturan Penrcrintah
Nontor 30 Tnlnm 1980 tentang Perrtturtn Disiplin Pegazuai Negeri Sipil jo. Pnsal 2
Keputttsart Menteri Keuangan Nonnr 462/KMK.09/2004 tentang Tatn Cnra Inuestignsi
oleh htspektornt Bidang Inoestignsi pndn lnspektorat lenderal Depnrtenten Keunngnn).
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Pemeriksaan dilakr-rkan oleh pejabat yang berwenang dengan syarat pangkat atau
jabatan tidak boleh lebih rendah dari PNS yang diperiksa (uide Pnsal ll Perntru'nn
Penerintnh Nomor 30 Tnhun 198A tuntung Pcrnturnn Disiplin Pegawai Negeri Siltil).

Pemeriksaan yang dilakukan oleh lnspektorat fenderal dapat digunakan sebagai clasar
penjahrhan hnknr.nan disiplin oleh pejabat yang berwenang rnenghukum (tidak
perln melakukan pemeriksaan ulang) (uide Pasnl 12 aynt (7) Peynhn'an Pemerintalr
Nonnr 30 Ttlnm 7980 tentang Pernturnn Disiyilin Pegauai Negeri Sipil jo. Pnsal 1.0 nyat
(2) Keputusan Menteri KetLangan Notnttr 162/KMK.09/2004 tentang Tnts Cm'a Inrtestigasi oleh
Irtspektoral Bidattg Irntestigasi pnda Inspektorat lenderal Depnrtenten Keuangnn).

Pemeriksaan elilaksanakan dengan tata cala sebagai berikut.

a. Panggilan Pertama dilakukan secara lisan atau tertulis.

b. Panggilan Kedua dilakukan secara tertulis.

c. PNS yang bersangkutan hadir untuk clilakukan pemeriksaan.

d. PNS yang tidak memenuhi panggilan perneriksaan, hukuman disiplin tetap
dijatulrkan berdasarkan bahan yang 4612.

e. Pemeriksaan dilakukan terhlhrp dan hanya dihadiri oleh pejabat yang berwenang.
f. Pemeriksaan dilakukan secara lisan apabila PNS akan dijatr,rhi huknman

clisiplin ringan.

g. Pemeriksaan dilakukan secara tertulis apabila PNS akan dijatuhi hukrinan
disiplin sedang atau berat.

h. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditandatangani oleh Pemeriksa dan I'NS yang
bersangkutan.

i. Dalam hal PNS menolak rnenandatangani BAP, maka llAI' dirnaksud tetap
dianggap sah dan clibuat catatan dalam BAP bahwa PNS tersebut menolak
menandatangani BAP.

(ztide Pnsal g ayat (2) d.nn nynt (3) Pernhtran Penterintnh Nomor 3A Talrun 1980 te tnng
Perntrrnn Disiplitt Pegmoni Negeri Sipil dnn Ronurui V angka 3 Sm'at Edarmt Kepaln
Bnclmr Adtttirtistrasi Kepegmuainn Negnra Nornttr 23/SE/7980 tentang Perntttran Disiplitr
Pegnwai Negeri Sipil)

PNS yang diperiksa wajib menjawab pertanyaan yang diajukan pada saat
pemeriksaan (uide Pasal g nyat (2) Perahran Penrcrintah Nomor 30Talun 1980 tentang
Pernturnn Disiplin Pegazuai Negeri Sipil dnn Ronnzti V angkn 3 huruf k Surat Edarnn
Kepnln Bndan Atlministrnsi Ke.pegnzunian Negara Nomor 23/SEfl9B0 tentang Perntu.an
Disiplitt Pegnzuai Negeri Sipil).

Apabila tidak bersedia menjawab pertanyaan, PNS dianggap mengakui perbuatan
yang dituduhkan kside Pasnl 9 ayat (D Pernttrnn Penrcrintnh Nontor 30 Tnhun 1980
tentnflg Peraturan Disiplin Pegnzuai Negeri Sipil datt Ronnzui V nngka 3 lnnttf I Surnt
Ednrntt Kepala Badan Administrasi KEegnwnian Negnra Nomor 23/SE/1980 tentnng
Pernturnn Disiplin Pegnzuai Negeri SipiI).

Bagi PNS yang mempersnlit pemeriksaan dilaporkan kepada pejabat yang
berwenang menghukum (uide Pasnl 9 aynt (2) Peraturan Penrcrintah Nonnr 30 Tnhwt
1.980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dnn Ronnzui V angka 3 lruruf m
Srmt Ednrnn Kepnla Badan Adninistrasi Kepegauaian Negnru Nonnr 23/SE/'1980
tentang Perttturnn Disiplin Pegnzoni Negeri Sipil).

6.

7.

8.

9.
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I'ejabat y6ng l'rglr,snang merrghukum wajib mempelajari dengan teliti hasil
pemeriksaan clengan rnempellratikan secara seksama faktor yang rnendorong atau
nrenyebabkan PNS melakukan pelanggaran disiplin (uitle Pnsnl 12 pernturntt
Pettrcr'inlnh Nonnr 30 T-nhwt 7980 Ierrtnng Peratttran Disiplin Pegazuni Negeri Sipil dan
Ronunt'i Vl nttgkn 1 lnu'uf lt Srrrat Ednrtm Keltnln Bttdtur Adrttirtistrnsi Kepegntuuan
Negnra Nonrtr 2,3/SE/1980 tenlang peruturtur Disiplin pegaiuni Negeri Siytil).

feilUal 
yallg trerwenang menghukum dapat rnenjatuhkan lrukuman disiplin yang

berbeda aias pelanggaran disiplin yang sama (vide pasttl 13 nqnt (1) peratttrnrr
Penrcririnh Nontor 30 Tnlun 1980 tetttmg Pernturnn Disiplin PegtnLtai Negeri Siltil dtttr
Rorrnui v utgkn 1 lruruf c surtrt Edrlrtut Keputln Bntlmr Adtiinistrnsi Keltegaauaimt
Negarn Ntttrlrr 23/SE/1990 tentmg pernturttn Disiplitt pegnzani Negeri Sipil).
Apabila tlari hasil pemeriksaan diketahui PNS melakr"rkan beberapa pelanggaran.
PNS lranya clijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang praling berat (ttide Pnnl 73 nynt
(1) Perntumr Penteriltah Nornor 30 Tnlan 1980 lentnnp; Peraturtui Disiplh Pegazuai Neferi
Sipil).

I{ukurnan clisiplin yang dijattr}rkan lrarus setimpal denga' pelanggaran yang
clilakukan sehingga dapat ditelima rasa keadil an (uide posal 73 ayat fi) perattmut
Pettrcrintalt Nonnr 30 Tnlum 1980 tenltlng Pernlurnn Disiplirt Pegtnuni Negeri Sipil tlnn
Ronnui VI nnglrn 2 lnu'uf n Sw'ttt Ednrtut Kepaln Bndan Adntinistrnsi Keptegniuninrt
Negnrn Nonror 23/SE/1980 tenturg Pernttrrnn Disiplirt Pegaiuai Negeri Sipil).

PNS yang pernah dijattrhi huk.'ran disiplin, kernuclian melakukan pelanggaran
yang sifatnya sama, dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat (aide Pnsnl 73 nynt
(2) Perntn'ttrt Penrcrintnh Nonror 30 Tnlunt 7980 tentnng Perntru'an Disiplitr Pegauai Negeri
Sipit).

Dalam hal pejabat yang berwenang rnenghukum ticlak ada, rnaka kepuiusan
mengenai irukuman disiplin yang dijatul-rkan dilakukan oleh atasan dari pejabat
y,ang berwenang nrenghr.rkum (zide pnnl 14 aynt (3) perattn nn panerintah Nonur 30
Tnlmrr 1980 ler nng Pernturott Disiplitt Pegcuni Negeri Sipil dnn Ronnzui IX nrrylcn 1 lruntf
It Surnt Ednrnrt Kepnla Bndan Atlniltislrnsi Kepegtttt,nint Negnrn Nonnr 23/SE/1g80
terttnng Perutrrnn Disiplfu Pegtruni l,legeri Siytil).

Menteri Ker-rangan dapat meninjau kembali hukuman clisiplin yang clijatuhkan
pejabat bawahannya, apabila terdapat bukti atau alasau yang cukr_rp tentang
aclanya hal-hal yarrg tidak r,vajar rnengenai penjatuhan hukuman disiplin tersebut
(aide Pnsnl 25 Pernttn'nn Penrcrhtnlt Nomor 30 Tnluur 7980 tentlng Pernturttn Disiplirt
Pegatuai Negeri siltil tlt.ln Romnui IX nngktt 1 futnf a surnt Edttrtut Kepaln Badnn
Adruirtislrnsi Kep,egniurl., Negnr.n Norrtr r 23/SE/1080 terrlrurg pernttu.ntt Disiptiu
Pegnruni Negeri Sipil).

D. "rATA CARA PENIATUHAN HUKUN4AN DISIPLIN.

1. Teguran Lisau.

a. Dinyatakan secara tegas sebagai hukurnan disiplin oleh pejabat yang
berwenang menghukum kepada PNS yang bersangkrrtan dalant suatu
rLrangal'I.

1 )

13.

10.

11 .

74.

15.

16 .
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Peiabat yan8 berwenang menghukunr rnemberitahnkan pelarlggaran disiplin
yang cli lakukan.

Teguran Lisan diberitahukan secara tertr,rlis oleh pejabat yang Lrenvenang
nrenghukum kepada pejabat yang mengurus kepegawaian.
Gaji tetap dibayarkan penulr parla saat PNS menjalani hukuman disiplin.
Tunjangan Klrusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) clibayarkan secara
proporsional sebesar 257o selama 2 (r-ltra) bulan.

(uide Pnsal 74 aynt (7) Pernturan Penterintnh Nonnr 30 Tttlutn 1980 tentnttg Perntrtrnn
Disiplitt Pegnzoni Negeri sipil jo. Keputusnn Menteri Kettangnn Nolror.
15/KMK.0'|/LIP.5/1985 tentaflg Ketentutttt Penegnknn Disiplirr Kerjn Dalarrt Iluhturgnn
Penrberinu Tunjtntgmr Kfurrsrrs Pentbinnnn Keunngan Negara Kepnda pegauni Dnlmn
L,irrgktorynn De\tnrtenten Keuangan Relnfulik hrdonesin jis Kepriusat Menteri Keutmgan
Nontor 72/KMK-01,/1996 tentnng Besntnyn Pemotongmt Twtjtttrgtttr Klrusrrs Pentltirurnn
Ketattgdn Negara Bngi Pegnruni di Lingkungan Departenrcn Keunngan Ynng Titlnk
Mal& dmr Terlanbat Mnx& Bekerin/Kulinlt/Belnjat'sertn Pulnng Seltehnn Wnktutyn dtnt
Ronnui VI nngkn 3 hutl' n Surnt Ednrnn Kepnln Badnn Atlttriuistrnsi Kepegnzuainr
Negnrn Nonrcr 23/SE/1980 tentang Pertttrtrmr Disiplitr Pegnzoai Negeri Siptil)

Teguran Terhrlis.
a. Ditetapkan dalarn suatu keputusan, dengan menyebutkan pelanggaran

disiplin yang dilakukan.
b. Gaji tetap elibayarkan pentrh pacla saat PNS rnenjalani luknman r:iisiplin.
c. TKPKN dibayarkan secara proporsional sebesar 257o selama 3 (tiga) bularr.
(ztide Pasrtl 14 nyttt (2) Peraturnn Penrerh rtlt Notnor 30 Talnn 1980 tentttttg Perntrtrmr
Disililitt Pegnwni Negeri Sipil jo Kelnttrrsnn Menteri Keuangnn Nonrcr
15/KMK.01ftIP.6/1985 tentnng Ketentunn Penegoknn Disiplin Kerjn Dtrlait lhthrmgnn
Pentberinn Tuniangan KlnLsrrs Penrltinaan Keuangnn Negara Kepncln Pegnzoni Dnlttnt
Lingktntgnn Departenren Keunngan Re1nililik Irulonesia jis Keputrtsnn Nlentiri Kerturgan
Nonutr 77/KMK.01/1996 tentang Besnruyn Penrotongnn Tunjangnn Klnrsrts penfuinnnn
Keuatga,n Negnrn Bngi Pegmoni di Lirrgkungnn Deptlrtemen Keunngnn ynng Tidnk
Mask dnn'ferlanbnt Mnsuk Beker jn/Kilinh/Belnjnr serta pulnng Sebeltmt Wnktunyn tlnn
Romnzui vl nngkn 3 lumf b S:,trnt Ednran Kepnln Badat Adntinistrnsi Kepegnzuninn
Negnrn Nonnr'23/SE/1980 tentnng Peraturmr Disiplitt pegauni Negeri Sipil)

Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.
a. Ditetapkan dalam suatu keputusan, dengan nrenyebutkan pelanggaran

disiplin yang dilakukan.
b. Gaji tetap dibayarkan penuh pada saat PNS menjalani huk'mar-r clisiPli..
c. TIfKN dibayarkan secara proporsional sebesar 257o selarna 6 (enam) bulan.
$tide Pasnl 1,4 nynt (2) Punturnn Penrerinluh Nomor 30 Talnm 7980 tentang pera utut
Disiplin Pegntttni Negeri si1til jo. Keputusan Menteri Kertangan Nonnr
15/KMK.01/LIP.6/1985 tentnng Ketentuan Penegakan Disiplin Kerjt Dnlmn Hrbtmgnn
Pen ter ian Tunjnngan Klulsus Pentbinnan Keunngrm Negnrn Ke\tnrTn Pegnzutti Dnlnnt
I'ittgkrtngnn Deynrternut Ketrmtgan Relnrltlik Indonesia jis Kepuhsnn Menteri Keunngnn
Nomor 72/KMK.01/1996 tentang Besnrnytt Pemotongnn Twlnngnn Klntsn penfuinann

{
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Retmrtgttn Negnrn Bngi Pegnzoni di Linglcungan Depnrtenrcn Keuangmr yurg Tidak
Maf;,rk dut'l'erlnnrbnt Mnxtk Beker jn/Krtliah/Belajar serta Pulang sebelmn wnktwtyn dcn
Rotnnttti vl nn gktt 3 ltuntf c surat Ed.ornn Kepala Badan Afunhtistrnsi Kepegatoninr
Negnra Nonutr 23/SE/7980 tetilmrg Peraturan Disiltlitt Pegnwni Neget i Sipil)

Penundaan Kenaikan Gaji Berkaia (KGB).
a' Ditetapkan dalam snatu keputusan, dengan 'renyebutkan pelanggaran

disiplin yang dilaktrkan.
b. Masa berlakunya hukuman paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1

(sattr) tahrrn.
c. Masa penundaan KGB clihitr-rng penuh unhrk masa ker-raikan gaji berkala berikutnya.
d. Gaji tetap dibayarkan pentrh iracla saat PNS menjalani hukuman disiptin.
e. TKPKN dibayarkan secara proporsional sebesar 107o sesuai lamanya hukurnan

disiplin.
f. Dalam hal PNS nengajukan keberatan, maka gaji dan TKPKN PNS

bersangkutan tetap dibayarkan penuh selama keberatan tersebut belum
rnernperoleh keputusar-r.

(rtide Pnsnl 14 nynt (3) Pernfiu'an Penrcrhtnh Nonrcr 30 TLtlnm 1g80 tentnng pernturan
Disiplin Pegnuai Negeri Sipil jo Keprftusnn Menteri Keuangan Nonrcr
15/KMR.01/UP.6/79ss tentang Ketentumt Penegakan Disipltn Kerja Dnlam Hubungat
Pentberint 'I-tttr jangmr Kntsus Pentbinamr Keuwtgan Negara Kepadt pega.wai Dalanr
Litrgkungnn Depttrtenten Keunngmr Republik Indonesia jis Keptrttrsttn Menteri Keuatgnn
Nonror 72/KMK.01/1996 tentnng Besantyn Penntongan Twtjangnn Klntsr.rs Pentbinnan
Keuangttn Negnrn Bagi Pegrtwai di Lirtgkr:ngan Depaftemert Keuangnn Ynng Tidak
Masuk dat Terlnnfuat Mnutk Bekerja/Kuliah/Belajar sertfi pulnng Sebehun Wnktunyn dnn
Ronnwi vI nngka 3 lutntf d surnt Edarnn Kepala Badnn Adnrinistrnsi Kepegntuninn
Negara Nonw 2,1/5Eft980 tentnng Peratmnn Disiplfu Pegawai Negeri Sipil)

Penurunan Ciaji.
a. Ditetapkan dalam suatu keputusan, dengan rnenyebutkan pelanggaran

disiplin yang dilakukan.
b. Masa berlakunya hukuman paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling larna

1 (satu) tahun.
c. Masa penurturan gaji dihiturg penuh untuk masa kenaikan gaji berkala berikutnya.
d. Gaji dibayarkan satu tingkat lebih rcndah dari gaji berkala sesr.rai tabel gaji

yang berlaku selama rnenjalani htrkuman disiplin tersebut.
e. TKPKN dibayarkan secara proporsional sebesar 10% sesuai dengan larna

lmkuman disiplin.
f. Dalan-r hal PNS mengajr"rkan keberatan, rnaka gaji dan TKPKN PNS

bersangkutan tetap dibayarkan penuh selama keberatan tersebut belum
memperoleh keputusan.

(.aide pnsnl 14 aynt (i) perattu.nn penrerintnh Nontor 30 Talun 7990 tentntlg pernturtxt
Disi1rlilt Pegmtni Negeri Si1til jo. I{eprutusan Menteri Keuutgmt Nonrcr
75/KMK.01/LlP.5/1988 tentnng Ketentuan Penegolan Disiplin Kerja Dnlnnt Hubuttgur

5.
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Penrberiarr Trrrtjtngm Rhusus Pentbinnan Keuntrgnn Negnrn Kepndn Pegnzuni Dnlttnt
Lingkungan Depnrtenrcn Kanngnn Republik lndonesin jis KepLtttsan Menteri Keuangtn
Nomor 72/KMK.01/1996 tentntg Besarnyn Pentotongan Twrjangnt Klnrsus Penfuinnan
Kernngnn Negnrn Bttgi Pegazuni di Lingkungnn Departemen Keunrgnn Ynng Titlnk
Masuk dur Terlnmhat Mnxk Bekerjn/Kuliah/Belajar sertn Pr nng Sebclunt Wnktttnya dnrr
Ronnu,i Vl nngka 3 lurrLJ' e Surnt EdurLut Kepaln Badnn Adnrhtislrnsi Kcltagnunitu
Negarn Nonnr 23/SE/1980 tentnng Peraturan Disiltlin Pegawni Negeri Sipil)

Penundaan Kenaikan Pangkat.

a. Ditetapkan dalam suatu keputusan, dengan menyebutkatr pelanggar"an
disiplin yang dilakukan.

b. Masa berlakunya hukuman paling singkai 6 (enam) bularr dan paling lama
1 (satu) tahun.

c. Gaji tetap dibayarkan penuh pada saat PNS menjalani hnkuman disiplin.

d. TKPKN dibayarkarr secara proporsional sebesar 10'% sesuai dengan lama
hukuman disiplin.

e. Dalarn hal PNS mengajukan keberatan, maka gaji dan TKPKN PNS
Lrersangkutan tetap dibayarkan penuh selama keberatan tersebttt beltim
memperoleh keputusan.

(aide Pasal 14 nyat (3) Perafimn Pentertntnlt Nomnr 30 Talnut 1980 tentntg Peratw'tttt
Disiplin Pegmuai Negeri Sipil jo Keputrnan Menteri Keunngnn Mrrrror
15/KMK.01"|LIP.6/1985 tentnng Ketentuar Penegnkan Disiplitt Kerjn Dnlam Llultuugrtrt
Pemberian Tunjangnn Klusts Penfthnnn Keuntrgnn Negara Kepatln Pegnutai Dnlant
Lingkungan Departanen Keuangan Repthlik lttdonesia jis Keputusnn Menteri Keunngart
Nomor 72/KMK.01/1996 tentang Besarnyn Penrotongnn Tunjangnn Klursus Pentbinoar
Keunngnn Negara Bagi Pegawai di Linghntgnn Departemen Keunngnn Yang Tidnk
Mask tlan Terlnmhat Maatk Beker jn/kiliah/Belajar serta Priang Sebelum Wnktmtyn dnr
Ronmuti Vl angka 3 lunuf f Surat Ednrnn Kepala Badnn Adninistrnsi Repegazrninn
Negnrn Nomor 23/SE/7980 tentnng Perttttrnn Disiplin Pegazuai Negeri Sipil)

Penulunan Pangkat.

a. Ditetapkan dalam suatu kepr.rtusan, dengan menyebutkan pelanggaran
disiplin yang dilakukan.

b. Masa berlakunya hukuman palirrg singkat 6 (enam) l.rulan dan paling larna
1 (satu) tahun.

c. Setelah selesai menjalani hukr,rman disiplin penurunan pangka t, maka pangkat
PNS kembali ke pangkat semula.

d. Masa dalam pangkat terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin, dihihrng
sebagai nrasa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya.

e. Kenaikan pangkat berikutnya, baru dapat dipertimbangkan setelah PNS paling
singkat 1 (satrr) tahun dikembalikan pada pangkat semula.

f. Caji dibayarkan sebesar pangkat yang setingkat lebih renclah selama menjalani
hukuman disiplin.

7.
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g. TKPKN dibayarkan secara proporsional sebesar 5olo sesr-rai dengan lama
huknrnan disiplin.

h. Dalam hal PNS metlgajukan keberatan, maka gaji clan IKPKN PNS
bersangktrtan tetap dibayarkan penulr selama keberatan tersebut belum
melr peroleh keputusan.
(uide Pnsal 14 nynt (3) Perntrrrmr Penrcr tttth Nonror 30 Tafum 1980 tentmrg Pernturatt
DisiTtin Pegnuai Negeri Sipil lo K.epuhtsnn Menteri Keuangnn Nonnr
15/KMK.01/UP.6/1985 tentnng Ketentuan Penegakan Disiplirr Kerjo Dnlnm Htfuungan
Pemberinn 'f unfungart Khttstts Peutbinnn Keunngnn Negara Ke1tttda Pegnzuai Dalant
Lirrgkturgtur Depnrteuren l(eruuryat Reyrlslilc htdorresia jis Keputrtsmt Menteri Keuangnn
Notrror 72/KMK.0ll1996 Ienlnng Besnnrytt Penntongnn Twrjangan Klnrsr.ts
Pentbirtaart Keunngnr Negara Bngi P egntuni tli Lirtgkungan Departenrcn l{euangan
Yntrg Tidnk Mnsuk tlntr 

'1.'ttrlnnltnt 
Masuk Bekerjn/ Kulinh/Belajar serta Pulnng

Seltelum Wnktuttyn Llnu lktutnrui VI nngkn 3 htu'ttf g Sln'at Etlnrnn Kepttltt Bndan
Adrrtirri.strasi Ke1tegnzttninrr Negnrn Ntnnr 23/SE/1980 tentnng Peroturnn Disi1tlirt
Pegnuni Negeri SiStil)

Pembebasan dari Jabatar-r.
a. Ditetapkan dalarn suatu keputusan, dengan menyebutkan pelarrggaran

disiplin yanp; dilaktrkan.
b. Dapat cliangkat kembali dalam suatu jabatan setelah palirrg singkat 1 (satu)

tahun rnenjalani hukurnan disiplin.
c. Diberikan ga ji per"ruir sebagai PNS termasuk tunjangan Lrmlrm kecuali

tunjangan jabatan pada saat I,NS menjalani hukurnan disiplin.
d. TKPKN dibayarkan secara proporsional sebesar 5'lo selama 12 (dua belas)

br-rlan dari tunjangar-r pokok dan tunjangan kegiatan terhitung mulai akhir
bulan dijatuhkan hukuman disr'plirr.

(uide Pnsnl 14 nynt (3) Pernltu'rut I'etnerintnh Nonnr 30 Tnhun 7980 tentntry Peratrn'ntt
Disiplirt Pegnzwi Negeri Sipil jo. Keptinsttrr Menteri lkrnngan Nonnr 15/KMK.01/LIP.6|19B5
tettnrtg Ketuttunrt Perrcgnkntt. Disi1tlin Kerjn l)nlam Hubr.ntgnn Pernberian Tunjnngttrt
Kltrtstts Pen t nnn Keunngnn Negnrn Kepnt t Pegn-uni Dnlam Litrglourgnt DEnrtanen
Keruurgan Re1ntblik Intlorresia jis [kltrtttLsnrt Menteri Keuatgnn Nonrcr 72/KMK.01,/1995
tutmry l3esurnyn Penntangrut 'l'tutjnngnn 

Klnnus Penfuhurnn Keunngnn Negnrn Bngi
Pegnwai di Littgkwrynn Depnrtemen Keunngnt Ynng Tidnk Masuk tlan Terlantbttt Masulc
Bekerin/Kulialt/Beln jar sertn Pulntre Sebeltnn Waktunyn dan Ronutztti VI mtgkn 3 huruf lr
Surnt Ednrnn Keytnln Bndmr Atlnittistrttsi Kepegauaian Negarn Nontor 23/SE/1980
tentnftg Peratrtrnt Disiplirt Pegnuai Negeri Sipil)
Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS.
a. Ditetapkan dalarn suatu kepr-rtr.rsan, dengan menyebutkau peianggaran

disiyrlin yang dilakr-rkan.
b. Iliberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan pernndang-undangan.
c. Dalatl hal PNS nrengajukan keberatan dan tetap nrasuk bekerja, maka gaji dan

TKPKN PNS bersangkutan tetap clibayarkar"r penuh selama keberatan tersebut
belut-u nremperoleh keputusan, kecuali tunjangrur unlun.

9.
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(aide Pnsal '14 
aynt (3) Pernhn'nn Pencrhtnh Nonnr 30 Tslnnr 1980 tentflng Pernturnn

Disiplin Pegmni Negeri Sipil jo. Ktputusmt Menteri Keunngmr Nonror 15/K.MK.01/LIP.6/1985
tentnng Ketertuart Penegnkan Disiplirr Kerjn Dnlnm Hrthtntgnn Pentberinu Ttmiangntt
Khttsrts Penfuinaan Keuwtgnn Negara Keltndo PegalLiai Dnlnm Linghnrgnn Depnrtenreu
Kermngnn klttrllik Inrlttrtesin jis Keputusnn Menteri Keuangnn Nontor 72/KMK.0-\/1996
tentailg Besarnyn Petruttongnn Tunjntgat Khustts Penitirmart Keunrtgnn Negnrn Bugi
Pegnuni di Linghntgnn Depnrtentetr Keunngnn Yang Tielnk Mastk dttn Terlanftnl Masuk
Bekerjn/Ktrlinlt/Belnjnr serta Ptrlarrg Sebelunr Wttkttmya dan Rotnazoi Vl nngko 3 ltttrrf i
Sru'nt Edarnrr Kepnln Badat Adttrirristt'rtsi Keltegazuninn Negnra Nontt'tr 23/SE/1980
tentang Pernturnn Disiplitr Pegazoni Negeri Siptil)

10. Pemberhentian Tidak Dengan l:lormat Sebagai PNS.

a. f)iteiapkan daiam surat keputusan, dengan menyebtrtkan pelanggaran disil.rlin
yang dilakukan.

b. Tidak diberikan l'rak-hak kepegawaian, kecuali ditentukan lairr dalam
pera tnran pemndang-undangan.

c. Dalam hal PNS rnengajukan keberatan dan tetap masuk bekelja, maka gaji clan
TKPKN PNS bersangkutan tetap dibayarkan penuh selama keberatan tersebut
belum memperoleh keputtrsan, kecuali tunjangan umu r.

ftiide Pnsnl .14 nyat (3) Perntu'nn Pemeritnlt Ntmtor 30 Tnlrun 7980 tetttang Pernttutttr
Disi1tlin Pegazuni Negeri Si1:iI jo. KeprLhtsnn lt4enteri Keumrgnn Nonnr 15/KMK.01NP.6/1985
tetrtnng Ketenttnn Penegnknn Disiytlirt Kerjn Dnlnm Htbrntgan Pentberintr Tunjtutgnn
Krtrstts Penfuinaan Keumtgnr Negnrn Kepnda Pegmuni Dnlnnt Litrgkutrgtn De1tnrtemen
Kerwtgur Republik Intlonesin jis Ke1niusnn Menteri Keuangan Nonror 72/KMK.01/1996
tentnttg Bcsnrnya Pentotortgan Twt jrtn gnn Khustts Penfuinaat Keunngan Negnrn Bngi
Pegmoni di Litrgkrtngan Dep6yvls111s11 Keunngnr Yong Tidnk Mnsuk dar Terlnnfunt Mnsuk
Bekerjn/kilinh/Belnjar serta Pulang Sebeltnn \Nnktutya dnn Ronutzti 14 nngkn 3 hunf j
Sur Etlnrntt Keltala Badnn Adninistrasi Kepegnzuninn Negnrn Nonrcr 23/SE/1980
tentnng Pernturnn Disiplitr Pegnzoni blegeri Sipil)

E. KELENGKAPAN USUL PENJATUHAN HUKUMAN DTSIPI-IN YANG I]IAJUKAN
KEPADA MENTERI KEUANCAN:

1. PEMBERHENTIAN BAGI PNS GOLONGAN IVlb KE BAWAH, KECUAI-I
YANG MENDUDUI(I JABATAN ESELON I
(tide Pnsnl 23 nynt (1) Pemhn"nn pemerintnlt Nonnr 9 Tnhm 2003 tentutg We tennng
Pengangkatnn, Penindnhnn, dnn Pen terlwrtinn Pt:gmuni Negeri Sipil)

Usulan pemberhentian sebagai PNS bagi PNS Golongan IVlb ke bawalr, kecuali
yang mencltrduki jabatan Eselon I, disampaikan nrelalui Nota Dinas t-lari pinrpinan
unit eselon I kepacla Menteri Keuangan, dengan melampirkan:
a. Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan.
b. BAP dan Laporan Hasil Pemeriksaar-r (LHP) pendahuluan dari rrnit yang

berrsangkutan (apabila ada).
c. BAP dan LHP clari Inspektorat Jenderal.
d. Surat rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin dari Inspektur lenderal.
e. Keprttttsan tentang pengangkatan sebagai CPNS dan pangkat terakhir.
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Salinzur keputusan penjatr,rl-ran hnktrman disiplirr yang sebelururya pemah
dijatuhkan.
Dokurnen lain yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang djlakukan.

2. PEMBEBASAN IIARI IABATAN SlrluK'l',URAt. ESET.ON II, ESELON lll ATAU
YANG SETAITA
(ztide Pnsnl T qlnt (1) Pernttntm Penrerhtalt Nomor 30 Tnhun 1.980 terrtmrg Pernturan Disiplirt
Pegatttai Negeri Sipil tlart Rornnztti VI nnglco 3lutruf lt Stn'nt Ednratt Kepala Badarr
Athrtirtistrnsi Kepegnzuoittrr Negtrn Nontttr 23/SE/1980 terinng Peroturnn Disiltlirt
Pegnzuni Negeri Sipil)
Usttlan penrbebasan clari jabatan bagi PNS yang mencluduki jabatan struktural
Eselon Il, Eselon III, atau yang setara, disampaikan melalui Nota Dinas dari
pirnpinan ttrr.j t eselon I kepacla Menteri I(euangan, dengan melarnpirkan:

a. Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan.
b. BAP clan LIIP penclahuluan dari unit yang bersangkutan (apabila ada).
c. BAP clan LFIP dari h-rspektorat Jenderal.
d. Surat rekomendasi penjatuhan hukuman clisiplin dari Inspektur Jenderal.
e. Kepr-rtusan tentang pengangkatarr sebagai CPNS clan pangkat terakhir.
f. Salinan keputr-rsan penjatr-rhan hukuman disiplin yang pernah diberikan.
g. Doknmen lair-r yang berkaitan dengan pelangpgaran disiplin yang dilakukan.

F. TATA CARA PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN.
(uide Pnsttl'14 Perntwnrt Penrerintnh Nonror 30 Talunr L980 lenlatrg Peraturnn Disi1lirr
Pegtuuai Negeri Sipil)

1. Hukuman disiplin berupa tegluan lisan clinyatakan dan disarnpaikan secara lisan
oleh pejabat yarrg berwenang menghnkum kepada PNS yang bersangkutan.

2. Hr-rkrtman disiplin berupa tegrllan tertulis dan pernyataan tidak puas secara
tertulis dinyatakan secala teliulis dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang
menghttktrrn kepada PNS yang bcrsarrgkutan.

7.

Hr.rkrmran disiplin sedang dan hukurnan disiplin berat ditetapkan dengan sllrat
keputusan dan disampraikan oleh pejabat yang berwenang rnenghttkum kepa<Ia
PNS yang bersangkr-rtan.

Peuyampaian hukuman disipiirr dilakukan secara tertuhrp.

PNS varrg dijatuhi huknrnan clisiplin dipanggil untuk tnenerima keputusan
httkuman disiplin (aide Rontaioi VI nrrykn 4 huruf n Surnt Edaran Kepala BLrdan
Adniristrnsi Kepegnuninrr Ne.gnrn Nonnr 23/SE/1980 terttnng Pettturnn Disiplin
Pegnutai N egeri Sipil).

Apabita panggilan pertama tidak dipenuhi, dilakukan pemanggilan kedua (ulde
Ronnrui Vl angka 4 lnu'ttf n Srrrnf Ednran Kepnln Badart Adnrittistrnsi Kepegnruninrt
Negnrn l,lotnor 23/SE/1980 tertnttg Pernlrtrntr Disi1tlirt Pegazuai Negeri Sipil).

Apabila panggiian kedua ticlak clipenr-rhi, rnaka PNS dianggap telah menerima
keptttttsan penjatr,rhan huknman clisiplin tersebut (ztitle Ronnwi VI angkn 4 huruf a

o
t, '

a
J .

4.

5 .

6 .
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Surnt Ednran Kepnln Btd.ar Administrnsi Kepegnzoniart Negarn Nonttlr 23/SE/1980
tentnng Pernttrrntt Disiplirr Pegnzoni Negeri Si1ril).

8. Penyampaian dilakukan rlalam suatn nrangall, dan dapat dihacliri oleh pejabat
yang diserahi ttrusarl kepegawaian serta dapat dihadiri prejabat lain tlengan syarat
pangkat atau jabatan ticlak boleh lebih rendah dari PNS yang dijatuhi hukurnan
disiplin (uiile Ronnzui VI nngkn 4 lumtf b Su'nt Edarnn Kepnln Badnn Administrasi
K4tegaunion Negtra Nttnror 23/5E11980 tentnng Pernturnn Disililin Pegnzuni Negeri Sipil) .

9. I']ada prinsipnya, penyan'rpaian htrktrrnan disiplin dilakukan oleh pejabat yang
berwenang menjattrlrkan hnkunran disiplin (ztide Romnzui VI artgkn 4lnruf c Strrnt
Ednrntr Keynln Batlnn Adnrinist rnsi Kepegnzt niart Ne&arn Ntnnor 23/SE/7980 tentang
Peraturat Disiltlitr Pegnzuai Negeri Sipil).

10. Apabila tempat kecludtrlran berjauharr, pejabat yang berrvenang menghukuln
dapat n-renunjuk prejabat lain dalam lingkungamrya trntuk menyarnpaikan
hukrrrnan c{isiplin dengan syarat pangkat atau jabatan ticlak boleh lebih rendah
dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin (uide Ronnzoi Vl angkn 4lnn'u.f d Stn'nt
Ednrart Kepaln BadLm Arlministrasi Ke1tegnwninrr Negarn Nontttr 23/SE/1980 tentnng
Peratru'nn Disiplirr Pegaruni Negeri Sipil)

11. fJukumari disiplin yang ditetapkan oleh Presiclen disarnpaikan oleh pimpinan
instansi incluk (zride Ronnuti VI rnrykn 4 funf e Srtrnt Edarnn Kepnln Badnn
Adnrinistrnsi Kepegaruaian Negnrtt Nomor 23/SE/1980 tentnng Peraturnn Disiplin
P egnzuni N eger i S ipil).

72. PNS yarrg dijatuhi hukuman disiplin yang tidak hadir pada waktu penyarlpaian,
dianggap telah menerima keputusan hukuman disiplin (ttide Romntt i VI angkn 4
huntf f Surnt Ednrnn Kepnln Badat Admiristrasi Kepegmutiut Negnra Ntmnr
23/5Efi980 tentang Pernturnn Disiltlin Pcgrnoai Negeri Sipil).

C. KEBERATAN

1. Huknrnan disiplin dapat diajr,rkarl keberatan, kecuali terhadap:
a- Hukuman elisip.rlin yang dijatuhkan oleh Presiden (okle Pasnl 17 nynt (1)

Perntwntr Pernerittnlt Nontor 30 Tnlum L980 tentang Pernturnrt Disiplin Pegnruni
Negeri Siyil)

b. Hukuman disiplin yang diiatulikan oleh pejabat yang berwenang menghukum
berrpa:
1) tegru'arr l isan;
2) tegtrran tertulis;

3) pemyataan ticlak plras secara tertulis.
(ztide Pasal 15 ayat (1) Pernhtrat Pe.nteritttnh Nontor 30 Tnluut 1980 tettong
Pernturnrt Disiylirt Pegnoai Negeri Sipil)

c. Hukunran disiplin yang dijatuhkan oleh Menteri I(euangan berupa:
1) penr,rndaan kenaikan gaji trerkala;
2) penurunan gaii;
3) penundaan kenaikan pangkat;
4) pennrrrnan pangkat.
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(aicle Pnsnl 77 aqnt (2) Peratwnrr Penrerhinlt Nonrcr 3A Tdnut '1,980 tetftnttg
I'ernturmt Disiytlin Pegazuai Negeri Sipil)

d. Htrktrman disiplin berupa pernbebasan dari jabatan (aide Pnsal 17 nynt (2)
Pernturmr Pemerintnlt Nonnr 30 Tnlnnt 1980 tentang Peraturnn Disiplin Pegntttai
Negeri Si1:til).

PNS mengajukan keheratarl secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang
tnenghlikutn melalui saluran hiralki clengan memllat alasan keberatan dalam
jangka waktu 14 (empai belas) hari terhitung mulai tang;gal PNS menerima
keptrtusan lrnkuman disiplin (oide Pnsnl 76 Perntwan Penwhfttth Nonnr 30 Tttlttut
1980 lentnng Pernturnn Disi1tlirr Pegmuni Negeri Sipil tlan llonnwi VII nngka 2 Surnt
Etlnrmt Kepaln Badnn Administrnsi Kepegnutnian Negnrtt Nonnr 23/SE/1980 tentnng
Perntw'art Disiplitr Pegnuai Negeri Siyil).
l'ejabat yang ber:wenang rnenghukrun wajib menyampaikan keberatan yang
cliajukan oleh PNS kepacla atasan pejabat yang berwenang menghukum disertai
dengan tanggapan atas keberatan tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) hari ke{a
terlritung mulai tanggal srrrat keberatan diterirna (aide Pasnl 18 Peraturarr
Pernerirttnlr Nonnr 30 Tnlmn 1,980 tentatlg Pernturmt Disiltlin Pegnzuai Negeri Sipil dnn
RorrrnzLti VII nngkn 2 Surat Ednrntr Kepnla Bndan Adnilttistrasi lQpegawaidn Negarn
Nornor 23/SE/1980 tentang Pernlwtut Disiplirr Pegatttni Negeri Si'Stil).

Atasan pejabat yang berwenang menghtrktrm wajib mengambil keputusan dalarn
jangka waktu 1 (satu) bulan terhittrng mulai tanggal surat keberatan diterima (aide
Ronntoi VII nngkn 2 Surnt Etlnrnn Kepaln Bndan Adninistrasi Kepegawnian Negarn
Nonrcr 23/SE/1980 tentnrg Peraturnn Disiltlin Pegawai Negeri Sipil).

Dalam pengambilan keputusan se-bagairnana dimaksud pada angka 4, atasan
pejabat yang bern,enang menghnkum dapat memanggil dan nlelldellgar
keteratrgan clari pejatrat yang berwenang rnenghukum, PNS yang dijatr"rhi hukuman
disiplin, darn/atau pihak lain yang diperlukan (uide Ronnwi VII angkn 2 Surat Edntart
Kepaln Badan Adnriistrnsi Kepegiztaiin Negara Nontor 23/SE/1.980 tettang Perntw'nn
Disiplin Pegnzoni Negeri Sipil).
Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat n-remperkuat atau mengubah
hukttman disiplin yang telah clijatuhkan, yang ditetapkan dengan keputusan
atasan pejabat yang trerwenang mengl'rukum (uide Ronnrui VII angka 2 Su'at Edarrur
Kepnlo Bndan Adufiistrasi Keytegntuaian Negarn Nonrcr 23/SE/1980 tentnng Pernturarr
D isi plirt Pegmoai N egeri Sipil ).
Terhaclap keputusan atasan pejabat yang berwenang urenghukum sebagainlana
dimaksud pada angka 6 tidak dapat diajukan keberatan (uitle Ronntui VII artgha 2
Srrrat EL|nrarr [kpala Bntlmr Adninistrasi Kepegnzuaian Negnra Nonror 23/SEfl9B0
tentnrrg Pernttutttt Disililirt Pegnutni Negeri Sipil).
Keberatan kepada Badan Pertimlrangan Kepeg2q;aiotl dapat diajukan oleh PNS yang
berpangkat Pembina Tingkat I (Ciol.lvlb) ke bawah yang dijatuhi hukuman
disiplin berupa:
a. pemberhentian dengan horrnat tidak atas pernrintaan sendiri sebagai PNS; atau
b. pernberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

4.

5.

6.

7.
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(uirle Pasal 23 Peratrtan Pemerintah Nontor 30 Tahwt 1980 tentnng Pernturan Disiylirt
Pegazuai Negeri Sipil jo. Pasal 23 nynt (1) Peraturan Pemerhtnh Nonnr g Tnlnm 200i
tentnng Wezuenang Pengangkatan, Pemindnlnn, dan Penfuerhentian Pegazuni Negeri Sipil
dnn Ronnztti VII nngka i huruf a hryat Edaran Kepala Badan Atlministrasi Kepegaruaian
Negara Nomor 23/SE/L980 tentang Peratw.an Disiplitt Pegazuni Negeri Siltil)

9. Keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 8 diajukan secara iertulis melalui
saluran hierarki dengan memuat alasan keberatar-r dalam jangka \ /aktu 14 (empat
belas) hari terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima
penyampaian keputusan hukuman disiplin (aide Posal 23 Perntwan Penuritftnlt
Nontor 30 Tnhun 1980 tentnng Peraturan Disiplitr Pegauai Negeri Sipil dnn Ronnrui VII
angkn 3 lnrnf b dan hrmf C Surat Edaran Kepala Badnn Administrasi Kepegnwainn
Negara Nontor 23/SE/1980 tentang Pernturan Disiplitt Pegazuni Negeri Sipil).

10. Peiabat yang ber"wenang menghukurn wajib menyampaikan keberatan dari PNS
terseburt kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian melalui saluran hirarki dalam
waktu 3 (tiga) hari keria terhitung mulai tanggal surat keberatan diterima, yang
disertai dengan:
a. tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan;
b. surat keberatan dari PNS yang dijatul-ri hukuman disiplin;
c. BAP;
d. LHP;
e. keputusan hukuman disiplin, yang terdapat tanda terima dari PNS

bersangkutan;
f. keputusan pengangkatan sebagai CPNS;
g. keputusan pangkat terakhir PNS bersangkutan; dan
h. surat keterangan dari atasan PNS bersangkutan yang menjelaskar-r apakah

PNS tersebut:
- masih aktif bekerja dan galinya masih dibayarkar-r;
- pernah dijatuhi huknman disiplin danlatau hukuman pidana;
- masih dapat dibina sebagai PNS;

(aitle Pasnl 23 Pernturan Pemerintah Nonrcr 30 Tafum I9B0 tentang Peraturan Disiplin
Pegnzoni Negeri Sipil dan Romaui VII angkn 3 lnmf d dan hmf e Surat Eclarttn Kepnla
Badan Adninistrasi Kepegazuaian Negarn Nomor 23/SE/1980 tentang Peratu'an Disiplin
Pegawai Negeri Sipil)

11. Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian terlradap keberatan yang diajukan
bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan
(oide Pasal 23 Perntwnn Penterintah Nontor 30 Tafuat 7980 te tnng Peratw'art Disiplin
Pegazuai Negeri Sipil dan Rontsuti Vll angka 3 furruf g Surat Edarmr Kepaln Bndan
Adrninistrnsi Kepegatoninn Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil).

BERLAKUNYA KEPUTUSAN HUKUMAN DISTPLIN.

i. Hukuman disipliri berupa :
a. teguran lisan;
b. tegurarr tertulis; dan

ri
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c. pernyataan tidak puas secara tertulis,
rnulai berlaku sejak tanggal disanrpaikannya keputLtsan hukuman disiplin oleh
pejabat yang berwenang menglrukum kepada PNS yang bersangkutan.
(uitle Pnsnl 23 Peraturnn Penterintah Nolrcr 30 Talu.ut 1980 tentattg Pertlhrnn Disiplirt
Pegawai Negeri Sipil)

Keputusan hukumarl disiplin yang dijatuhkar-r oleh Menteri Keuangan mulai
berlaku sejak tanggal disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, kecuali :
a. pemberheutian clengan hormat ticlak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
b. pemberhentian tidak dengan lxrrrnat sebagai PNS.
(uide Pnsnl 22 nynt (2) Perntwntr Penrcrintalr Notnor 30 Talrurt 1.980 tentn,tg PetatLu'art
Disiltlitt Pegnuai Negeri Sipil drur Rornnzui VIII angkn 2 Sru'nt Edarnn Kepala Badan
Admhistrnsi Kepegnwnian Negnrn Nortrot 23/SE/L980 tentlulg Perntm'mt Disiplirt
I? egaw ni N eger i S i1t iI)

l"embebasan dari jabatan mulai berlaku sejak tanggal keputusan hukuman disiprlin
tersebr-rt clitetapkan oleh pejabat yaug berwenang menghukum dan harus segera
dilaksanakar-i. (aide Pnsnl 22 nynt (2) Pernturnn Penrcrintnh Nonnr 30 Talurtt 1980
tentnry Pernturnn Disiplitt Pegouoi Negeri SiTril drtn Ronnuti VLLI nngka 3 Surnt Edarart
Kepala Bndmr Atlministrnsi Keptegnwniau Negarn Nonror 23/SE/1980 tentang Pernturmr
Disiplin Pegatuni Negeri Sipil)

Apabila tidak ada keberatan, nraka hukuman disiplin berupa :
a. penundaan kenaikan gaji belkala;
b. penrrrr.rnan gaji;
c. penmdaan kenaikan pangkat;
d. penurnnan pangkat;
e. pernberher-rtian dengan l'rormat tidak atas pennintaan sendiri sebagai PNS;

atatr

f. pemberhentian tidak dengan lrormat sebagai PNS,
n-rulai berlakr-r pada hari ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal penyampaian
keputusan hukuman disiplin tersebut kepada I'NS yang bersangkutan.
(aide Pasal 22 aynt (2) lleratm'nrt PenLerintah Nonnr 30 Tahwr L980 tentnng Perattn'att
Disiplin Pegawtti Negeri Sipil dnn Rontawi VIII angka 4 Surat Edttran Kepaln Bndatt
Adntinistrnsi Kepegnzunian Nr.garn Nunor 23/SE/1980 lentattg Perattu'an Disiplitt
Pegnwai Negeri Sipil)

Apabila ada keberatan, maka hukuman disiplin berupa:
a. penurrdaan kenaikan gaji berkala;
b. per-rurturan gaji;
c. penundaan kenaikan pangkat;
d. penurunan pangkat;
e. pemberhentian dengan horrnat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
f. pemberhentian tidak dengan honnat sebagai PNS,
mulai berlakr-r sejak tanggal keputusan atas keberatan terhadap hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud pada humf a sampai dengan huruf d ditetapkan oleh
atasan pejabat yanS; berwenang menghukum atau terhadap hukuman disiplin

,)
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sebagaimana dimaksud pada hrrruf e dan huruf f ditetapkan oleh Baclan
Pertimbangan Kepegawaian.
(uide Pasal 22 nyat (2) Peraturmr Penterinttrlr Nonrcr 30 Talnm 1980 tettnng Perntu'ar
Disililirr Pegazuni Negeri Sipil dnr Ronnwi VllI nngka 5 Strat Ednran Kepala BntlLtrr
Administrnsi Kepegautainn Negnra Nonnr 23/SE/1980 tentntg Pernhnan Disiltlitr
Pegmuni Negeri Sipil)

6. Apabila I'NS yang dijatuhi lrukunran disiplin tidak hadir pada wakttr
penyampaian keputusan hukuman disiplin, maka hnkr"rman disiplin tersebut
berlaku pada hari ke-30 (ketiga puluh) terhihrng mulai tanggal yang ditentukan
untuk penyampaian keputusan hukuman clisiplin tersebut. (uide Pasal 22 nyat (3)
Pernhrnrt Psnerinltth Nomor 30 Talnm 1980 tentang Perahran Disiplin Pegoroni Negeri
Sipil tlnn Ronuzui VIII angka 6 Surnt Ednrat Kepala Bndan Aduirristrasi Kepegazuaian
Negnra Nonnr 23/SE/7980 tentnng Pe.rnturmt Disiplin Pegaruai Negeri Sipil)

7. Hukuman disiplin tidak mengurangi tuntutan pidana. (uitle Ronrruti IX angka 7
lurtf c Su"at Ednran Kepala Bndan Administrasi Kepegawninn Negarc Nonnr
23/SE/1980 tentang Perahtratt Disiplin Pegnzoai Negeri Sipil)

8. Seluruh dokumen yang berkaitan clengan penjatuhan hukurnan disiplin bersifat
rahasia. (ttide Romarui IX angka t hunf e Srrnt Elaran Kepnln Bntlatt Administrasi
Kepegauainn Negnrn Nomor 23/SE/1980 tentnng Peratrn'mt Distltlitt Pegmuni Negui Sipil)

PENGUATAN/PERUBAHAN ATAS HUKUMAN DISIPLIN YANG DIIATUTIKAN
OLEH PIMPINAN UNIT ESELON I

1. Atasan pejabat yang berwenang rnenghukun-r dapat memperkuat atarr mengulrah
lrukuman disiplin yang tlijattrhkan oleh peiabat yang Lrerwenang menghukum
(ztide Pnsal 27 ayat (1) Peraturnn Penterintnlt Nonnr 30 Tnhnr 1980 tentntrg Perattrtut
Disiplin Pegnwai Negeri Sipil dnn Romnui VII angkn 2 hnttf g Stnnt Ednrnn Kepnla
Badnn Adntinistrnsi Kepegmuainn Negarn Nomor 23/SE/7980 tentang PernhLran DisiTtlirt
P egnzuai N eger i Sipil).

2. Penguatan atau pembahan hukuman disiplin tersebut ditetapkan dengarr
keputrrsan atasan pejabat yang berwenang menghuktrm (r,ide Pnsal 21. nyat Q)
Pernturan Penrcrintah Nomor 30 Tahun 1980 tentat'tg Pernturnt Disiplin Pegazoni Negeri
Sipil dan Rornnwi VII angkn 2 luntf g Swat Edaran Kepnltt Bntlnn Administrssi
Kepegazoaian Negnra Nontor 23/SE/1980 tentatlg Peraturan Disiplin Pegattuti Nege.ri
Sipil).

3. Terhadap keputusan tersebut tidak dapat diajukan keberatan (ztitle Passl 21 aynt (3)
Peraturan Penrcrintah Nomor 30 Tnlnm 1980 tentang Pernturan Disiltlitr Pegattai Negeri
Sipil tlan RomntLti VII nngka 2 lurttf h Surnt Edrtran Kepala Badan Adnfuistrasi Kepegazunian
Negnra Nonrcr 2j/SEfl9B} tentnng Peratu'an Disipliu Pegautai Negeri Sipil).

HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANKAN I{UKUMAN DISIPI,IN.

PNS yang meninggal dunia atau mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) pada rt'aktu
menjalani hukuman disiplin berupa:
1. penundaan kenaikan gaji berkala;
2. penurunan gaji; dan

T
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3. penlrrunan pangkat,
dianggap telah selesai rnenjalani hukurlan disiplin dirnaksud.
(r'titl e Pnsnl 26 Pertttrrnn Penrerintnh Nomor 30 Tnhtut 1980 tentang Perntrn'an Disiplirt
Pegnruni Ncgeri Sipil dnn Ronnzri lX tttnkn 3 Surnt Ednrnn Kernli Bulnn Adninisirnsi
Ke1'egnronln,, Negnrn Nonor 23/SE/1980 lentnttg Peralru'nrr Disiplirt iregntoni Negeri Sipil)

K. PEMBERIAN PERINGATAN ]]EIT'f U I-IS
(uitle Keputttsut Merieri Keuangan Nonror 7S/KMK.01/Up.6/1gSS terftnng lletenttnn
Penegaknn Disiplitt Kerjn Dnlmu Hubturgnn Pentberinn 'hutjaugan Khrtsrts Penrbhtnan
Kernngart Negara Ikpndn Pegazuni L)nlnnt Lhrckturym Depnrtanen Keimtgan Republik hulorrcsia
itt Keptftusatt Merrteri Ketuutgnt Nornor 72/KMR.01/1996 tentmtg Ettrrrrtr7o Penntongnn'l'rtninngan 

Klurcus Penrbirrnnt Ketnngtrn Negarn Bagi Pegazuai tli Lingkwrynn Deltarteiten
Keuatrgnn Yang 'I'idak 

Mnsuk dntt 'l-erlanrhnt Mns;.tk Beker jn/Kuliah/Beln jar sertn PLtlutg
Seltelnn Wnktunyn)

1. Peringatan tertulis diberikan kepada PNS yang tarrpa izin atau alasan sah:
a. terlambat rnastrk bekerja,/kuliah/belajar dan atau meninggalkan tempat

pekerjaan,/kuliah/belajar pacla waktu jarn kerja/kuliah,ibelajar sebelum waktur-rya;
b. tidak rnasnk bekerja/kuliah/belajar; atau
c- tidak menyelesaikan pekerjaan,/pela jaran dengan sebaik-baiknya dan pada

waktunya.
2' Peringatan tertulis dapat diberikan untuk setiap satu hari tielak masuk bekerja/

kuliah/belajar tanpa izinlaiasan yarlg sah atau setiap terlambat masuk beke r1a / k:lialt /
belajar atau meninggalkan ten.rpat peke4aan/kuliah,/betajar atarr pulang sebelum
waktunya atau tidak menyelesaikan pekerjaan/pelajaran dengan baik.

3. Peringatan tertulis terdiri clari:
a. Peringatan tertulis pertama, surat peringatan berwarna kuning.
b. Peringatar"r tertulis kedua, surat peringatan berwarna biru muda.
c. Ireriugatatr tertulis ketiga, surat peringatan berwarna merah.

4. Petnberiatr peringatan tertulis peltarna dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.
a. Setiap kali p'reglryui temyata rnelakukan salah satu hal tersebut pada angka 1,

diberi preringatan tertulis pertama oleh pejabat yang berwenang clalam
lingkr-rng;ar.rnya dengan tembusan kepada atasan lang;sung pejabat yang
bersangktrtan.

Sebelttm nremberi peringatan tertulis pertama, pejabat bersangkutan dapat
rnernanggil pegawai tersebr-rt untuk diberi nasehat seperlunya.
Atasau langsung dari pejabat yanp; belwenang memberikan peringatan tertulis
pertama, wajib meminta pertanggtrngja waban dalam hal pejabat tersebut tidak
atau Lrelunr nrernberikan peringatan tertulis pertama terl-radap seseorang
pegawai yang telah lebih clari tiga kali melaktrkan hal tersebut pada angka 1.

b .
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d. TKPKN dibayarkan sebesar 75"/, (tLrjtrh puluh lirna petseratus) dari junrlah

tunjangan selama satu bulan.

Pemberian peringatan tertulis kedua dilaktrkan dengan prosedur sebagai berikut.

a. Pegawai yang telah mendapat peringatan tertulis pel'tama, dalam iangka n'akhr

3 (iiga) bulan sejak berlakunya peringatan tertulis Pertama ternyata melakrtkau

lagi salah satr i  perbuatan tersebut pacla angka 1, diberikan Pelingatan tertul is

ked ua olelr pejabat yang belwenarlg, atas usrrl pejabat yang ber'lvenang

memberikan peringatan tertr.rlis pertama dengarr tetnbrtsan kepar.la atasan

langsung pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertrrlis kedtra.

b. Pejabat yang berweuang memberikan pelingatan ter'tulis kedua daPat

memanggil pegawai yang bersangkutan nntltk didengar keterangannya rtntttk

melengkapi bahar-r pertimbangan sebelr-rm rnemberikan peringatan tertulis kellua.

c. Atasan langstrng dari pejabat yang berrvenang memberikan peringatan teltulis

keclua, waiib rneminta pertanggttngjarvaban dalam hal pejabat yang

berwenang itu tidak atan belum nrenrberikan peringatan tertulis kedrta.

cl. TKPKN dibayarkan selresar 50% (linla pultrh perseratus) dari jrlnlah

tunjangan selama satu bulan.

e. Apabila batas rvaktu antara lral yang nlellyebabkan diberikallnya Peringatan
tertrr l is kedua dengau hal I 'ang menyebabkan dikeltrarkannya peringatan

terttrlis pertama kurang dari 31 (tiga puluh sahr) hari, n'raka kepada PNS

tersebut dibayarkan 25o1, (drra puluh lima perseratus) dari jumlair tunjarrgarr

selama satu btrlan.

Pemberian peringatan tertulis ketiga dilakukan dengan prosedtrr sebagai berikut.

a. Pegawai yang telah mendapat peringatan tertulis ke,.lua, yang dalanr jangka

waktu 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peringatan tertulis kedtta ternl'a1a

n'relakukan lagi salah satu perbuatan tersebut pada angka 1, diberikan

peringatan tertulis ketiga oleh pejabat yang berwenang, atas trsul pejabat yang

berrvenang memberikan peringatan tertr-rlis kedua dengan ternbusan kepada

atasan langsung peiabat yang berwerrang member:ikan peringatan terttrlis ketiga.

b. Pejalrat yarrg berwenang men'rberikan peringatan tertr-rlis ketiga, apabila

dipandang perlrr dapat memanggil pegawai yang bersangkutan untuk

dicler-rgar keterangannya dau nreneliti peringatau-peringatan tertulis yang

pernah dikeluarkan sebelumnya untuk nrelengkapi bahan pertin-rbangan

sebelum mernlrerikan peringatan terttr I is ketiga.

c. Pemberian per:ingatan tertulis ketiga/terakhir dapat merttpakan salah satu

alasan untuk menjatuhkan hukriman disiplin berupa pemberian tegtrran lisan.

d. TKPKN dibayarkan sebesar 25% (dua puluh linra perseratus) dari jurnlal'r

tunjarrgan selama sahl bulan.

Peringatan tertul is disampaikan kepada PNS menurut tata cara pengir iman sttrat

yang lazim berlaku.

6 .
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8. Peringatan tertulis harus diterima sendiri oleh PNS yang bersangkutan dengan
tanda bukt  i  pener i rnaarr .

9- Pejabat yang lalai melaktrkan penga\\zasan dan peringatan tertulis dikenakan
sanksi sebagai berikut.
a. Diberikan peringatan lertr-rlis peftama, untuk setiap satu kali kelalaian

memberikan peringatan tertulis kepada pegawai.
b. Diberikan peringatan tertulis keclua, untuk setiap dua kali kelalaian

tnemtrerikan peringatan tertulis ter:hadap pegawai yang sama.
c. Diberikan peringatan tertulis ketiga, untuk setiap tiga kali kelalaian

rnemberikan peringatan tertulis terhadap pegawai yang sama
10. Pemberian pedngatan tertulis clilakukan oleh pejabat yang berwerang sebagai belikut.

a. Peringatan tertulis pertama diLrerikan oleh pejalrat atasan langsung, paling
rendah Pejabat Eseton IV bagi pegalvai di lingkungan masing-lnasing.

b. Peringatan tertulis kedua cliberikan olel-r atasan langsr-mg pejabat yang
berwenang memberikan perir-rgatan tcrtulis pertama.

c. Peringatan tertulis ketiga dil.rerikan oleh atasan langsur-rg pejabat yang
berwenang memherikan peringatan tertulis kedua.

d. Perirrgatan tertulis pertan-ra. kedua, dan ketiga diberikan oleh Menteri
Keuangan untuk Pejabat Eselon I atar-r pegawai yang menurut tuE;as dan
tanggnng jawabnya langsung cli ban'alr Menteri Keuangan.

L. PEMBERHENTTAN DENGAN FIORMNT SEBACAI CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL (CPNS)
(ztide Pnsnl 18 ayat (7) dmt nyat (2) I'ernttu'trrt Penrcrintah Nonutr 98 Talnm 2000 tentang
Perrgntlnnn Pegnzuni Negeri SiTtil sebngninnnn telnh tlittbnh dengmt Peraturmt Penrcrintnlt Nomor
11 'l'nlnm 2002)

1. CPNS diberhentikau dengan hormat berdasarkan salah satLl alasan sebagai berikut
(Keptiusnrt Kapnla Brtdnrr Keysegnzunimt Negnra Nontot''11 Talnn 2002 Iertnng Ketentunn
Pelnksnnnnn Pernt r t Penterinltth Nountr 98 Tnhrm 2000 tetttnng Perrgttdann Pegauni
Negeri Sipil sebngninnna telah diubnh dengnn Pernturnn Penrcrintnh Nonnr'11 Talmn
2002).
a. Mengajukan permohonan berhenti.
Lr. Tidak nemenuhi syarat kesehatan.
c. l iclak Lrlus pendidikan dan pelatihan prajabatan.
d. Tidak rnenur.rjukkan kecakapan dalam rnelaksanakan tugas.
e. Menunjukan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu

lingkrrrrgan pekerjaan.
f. Dijatuhi l'rukurnan clisiplin tingkat sedang.
g. Menjadi anggota dan/atalr pengurus partai politik dan telah mengajukan surat

permohonan berhenti secara tertulis kepada Menteri Keuangan (aide Pnsal 3
ayat (2) Peraturnn Penrcrintnh Notrnr 37 'l-aluut 2004 tentang Lttrangat Pegnzuni Negeri
Stpil Menjndi Attggotn Pnrtni politik).

h. 1 (satu) bulan setelah diterimzu-r1.a keputusan pengangkatan sebagai CpNS tidak
melapor dan melaksanakan tu5;as, kecuali bukan karena kesalahan yang
bersangku tan.
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2. Usr-rlan pemberhentian dengan honnat sebagai CPNS hartrs elisampa.ikan n'relalui
Nota Dinas dari pirnpinan unit eselon I kepada Menteri Keuangan u.p. Sekl'etaris

Jenderal, clengan disertai:

a. keputusan pengangkatan sebagai CPNS; dan

b. sttrat keterangan dari atasan yang menyatakan ballva CPNS iidak serlang
dalam ikatan dinas aiau telah menyelesaikan kewajiban menibayar ganti rugi,
dan melarupirkan dokurnen sebagai beriktrt.
1). surat permohonan penglrnclulan diri dari CPNS yang ditujukan kepada

Menteri Keuangan secara hirarki. untuk alasan pacla angka 1 htrnrf a.

2). surat keterangan dari 'I'im Penguii Kesehatan yang merlyatakan bahwa
CPNS tidak dapat menjalankan pekerjaan sebagainrana mestirrya karena
sakit permanen, untuk alasan pada angka 1 ]ruruf b.

3). Kepr,rtrrsan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihar-r Kenangan yang
nrenyatakan bahwa CPNS tidak lulus penclidikan dan pelatihan
prajabatan selama 2 (etLra) kal i ,  trntuk alasan pada angka 1 huruf c.

4). surat keterangan dari aLasan yang nenyatakan bahwa CPNS tidak cakap
dalarn melaksanakan tugas, unttrk alasan pada anglia 1 l^n-rmf d.

5). surat keterangan c-lari atasan yarlg menyalakan bahwa CPNS
menuuiukkan sikap dan butl i  pekert i  yang t idak baik yang dapat
mellgganggu lingkungan pekerjaan, untuk alasan pada arrgl<a 1 hunrf e.

6). Sal inan keputusan penjaiulran lrukttrnan disipl in, untuk alasan pada
angka 1 hurr"rf f.

7). stlrat permohotrau berhenti karena lneniadi anggota dan/atau pengurus
partai politik, untuk alasan pa.la angka t huruf g.

B). Laporan Bulanan Ketertibar-r Pegawai (LBKP) dan/atau Surat Pernyataan
dari atasan CI'NS yang menyatakan bahwa sejak diternpatkan yang
bersangkutan ticlak pernah melapor atau melaksanakan tugas, urrtrrk
alasan pada angka t hur.uf lr.

M. PEMBERT{ENTIAN TIDAK DENGAN I{OITMAT SEBAGAI CPNS
(uitle Pnsnl 1.8 nyat (1) tlrtn ayttt (3) perntu'an pemerintnlr Nonnr gB TLrhun 2000 tcntmrg
Pengndnnn Pegwuai Negeri Siltil sebagnintann telnh dittbttlt tlengnn Peratw'nn Penrcrintnlt
Nonrcr 11 Talnn 2002)

1. CPNS diberhentikan tidak dengan hornrat berdasarkan salah satu alasan sebagai
beriku t.

a. Pada rvakttt nrelamar dengan sengaja memberikan keterangan atalr bukti yang
tidak benar.

b. Dihukurn pelljara atau knrungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah
memptlnyai kekuatan hukum tetap karena dengan sengaja rnelakukarr snatrr
tindak piclana keiahatan yang acla hubtrngan dengan jabatan / tugasnya.

c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
cl. Menjacli anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengajukan sur:at

petmohonan peugundlrrar-r diri secara telttrlis kepada Nlenteri I(euangan (zriile
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Pasnl 9 nynt (1) Pernturnn Perrreriufalr Nonnr 37 Tnhun 2004 tentnng Larangnt Pegtrotti
Negeri Sipil Menjili Artggota Prtrtni Politik).

2. Usr-tlan pemberhentian tidak dengan horrnat sebagai CPNS harus disampaikan
melalui Nota llinas ciari Pimpinan nnit eselon I kepada Menteri l(euangan,
ciengan disertai keputrrsan pengangkatan sebagai CPNS dan melampirkan
clokumen sebagai berikut.
a. BAP clan LHP yang clibuat oleh pejabat yang berwenang, untuk alasan pada

c .

angka t huruf a.
Putusarl Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk alasan pada
allgka 1 hr-rruf b.
Salinan keputtrsan penjatuhar-r hukun-ran disiplin, untuk alasan pada angka 1.
humf c.

d. sttrat keanggotaan dan/atar-r kepengrirusan dari partai politik, untuk alasan
pada angka 1 huruf d.

N. PEI\4BERHENTIAN / PEMBERFIENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN NEG ERI
l. Pemberhentian/Pemberhentian Sernentara Dari Jabatan Negeri Karena

I(ejahatan/Pelanggaran Jabatan (oide Pernturnn Petnerintnh Nontor 4 Tnlnm 1966
terintry Penfuerlmtinn/ Pernberhertittn Sententnra Pegazuai Negeri)
a. Pernberhentian/pemberherrtian sernentara dari jabatan negeri yang didasarkan

atas kejahatan/pelanggaran jabatan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikr-rt.
1) PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib karena

cliclakwa rnelakukan sLlatu kejahatan,ipelanggaran jabatan, dikenakan

Pemberhentian sementara dari jabatan negeri terhitung mulai saat
penahanan (aide Pnsnl 2 nvtrt ('l) Pernturart Penterintah Notnor 4 Taluur 1.966
te:ftutg PenfuerluntirtnfP er nberlrcntittn Senxentnra Pegnioni Negeri ).

2) Jika terdapat pehrnjuk yang cukup meyakirrkan bahwa PNS telah melakukan
pelanggaran yang didakwakan, rnaka terhitung mulai bulan berikutnya
PNS diberhentikan sementara dari jabatan negeri, PNS bersangkutan
diberikan gaji sebesar 50% (lirna puluh perseratus) dari gaji pokok yang
cliterima terakhir (airle Pnsol 4 aynt (1) luruf n Peraturnn Penrcrintalt Nonrcr 4
Tahun L966 tentang Pentberltentian/Pemberlrcntian Seflrcntnrn Pegnzuai Negeri).

3) Jika belnrn terdapat pehrnjuk yang jelas bahr.va PNS telah melakr"rkan
pelanggaran yang clidakwakan, rnaka terhitung mulai buian berikr,rtnya PNS
diberheutikan semerrtara dari jabatan negeri,, PNS ber:sangkutan diberikan
gaji sebesar 75% (ttrjuh puluh lirna perseratus) dari gaji pokok yang
diterima terakhir (uide Pnsnl 4 aynt (1.) htu.uf b Peraturmt Penterintah Nontor 4'I' nl nm 1 9 6 6 t e n t n tl g P entb e rl rcn t ian /P enrberl wt t ia n S enten t nr a P e gnutni N e ge r i) .

4) PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri ietap mendapatkan
tunjangarr keluarga, tunjangan kemahalan umum dan tnnjangarr lain
kecuali tunjangan jabatan dan fasilitas yang ada hubun6;an langsung
dengan jabatan fuide Pnsnl 5 Pernturat Penterintah Nornor 4 Tnhm 1966
tentnng Pentberltentinn /Pe:rilterhentian Senrcriarn P egnuni Negeri).

b.
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b. Terhatlap PNS yang kemndian terlrtrkti ticlak bersalah, ditempuh ketentuan
sebagai berikut (z,icle lrnsnl 7 nyat (1) Pernturnn Penrcrintrth Noruor 4 Tslnm 1966
tentn ng Penfuerhentiart/Pernlterhenl im t Ser nentnru Pegawn i N eger i).

1) PNS lrarus diangkat dan dipekerjakan kembati pada jabatannya sernrla.

2) Gaji dan penghasilan lain yang berhubungan dengan jabatannya,
dibayarkan kembali secara penuh terhifung nrulai saat cliberlrentikan
sernentara dali jabatannya.

c. Terhadap PNS yang kemudian terbukti bersalah berclasarkan putusan
pengadilan yang berkekuatan htrkum tetap, ditempuh ketentr.ran sebagai
ber ikut .

1) PNS diberhentikarr tidak clengan lrormat (uide Pnsnl 7 nynt (2) Peratu'tttt
Pemerinta.lt Nonutr 4 Tnhun 1966 tentnn* Pentlter'lrcntinn/Penberhentinn
Setnentrtrn Pegazuni Negeri dnn Pnsnl 9 Perntw'art Penteritrtnlt Nonrcr 32 Tnhrut
1979 tentnng Pentber!rcntfutt Pegaruai Negeri Si1til sebagninnnn telah dittbalr
dengan Pernttrrnn Pemerintnh Nomor 65 Tahrnr 2008).

2) Bagian Gali dan tunjangan yang telah dibayalkan ticlak dipungnt kenrbali
(uide Pasnl 7 aynt (2) Peratunur Penrerhinh Nomor 4 Tnluut 1966 tefltang
P emberl rcnt ian/Penfuerhent ian Senrcntnrl P egnwai N egeri).

2. Pemberhentian/Pernberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Karena
Kejahatan/Pelanggalan Yang Tidak lr4enyangkut Jal'ratan (ttide Pernhn'nn
Pemerintnh Nonnr 4 Tnlmn 1966 tentnn'? Penfuerhentirtrt/Pernberltett itur Sernerttnra
Ptzgawai Negeri)

a. Terhadap PNS yang diker-rakan tahanan seulentara olel-r pihak benvajib karena
clidakwa melakukan suatu pelanggaran hukurn piclana yang tidak
menyangkut pada jabatarl yang berakibat lrilangnya penghatgaan dan
kepercayaan atau martabat serta wibalt'a pegawai yang bersangkutan,
ditenrpulr ketentuan sebagai berikut.
1) PNS dikenakan pemberhentian sementara dari jabatar-r negeri terhitung

mulai saat penahanan (z'ide Pnsal 2 ayat (2) Perattrran Penrerintnh Nonror 4
Talnnt 1966 tentarg Pentberhentinn/ Penilterhmtitm Senrcntnra Pegazoni Negeri).

2) Terhitung mulai bulan berikutnya dibelhentikan sernentara dari jabatan
negeri, PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri dibelikan
gaji sebesar 75'h dari gaji pokok yang diterima terakhir (oide Pnsnl 4 nynt (2)
Peraturan Pemerintnh Nonnr 4 Tnhun 1966 tentnng Penfuerlwrtinrt/
Pentherlwft ian Senrcntarn Pegnzoni Negeri).

3) PNS yang diberhentikan sernentara dari iabatan negeri tetap menclapatkan
ttrnjangan keluarga, tunjangarr kemahalan umum dan tunjangan lain,
kecuali tunjangan jabatan clan fasilitas yang ada hubungan langsung
dengan jabatan (aide Pnsal 5 Pernhu'nn Penterintah Nonnr 4 Tnluut 196o
tentang Pemberhentian/Penfuerhentian Sementat'fl Pegaruni Neger i).

b. PNS yang terbukti bersalah melakukan pelar-rggaran pidana yarrg tidak ada
hubungan dengan jabatan dapat diberhentikan atau tidak r-liberirentikan atau
dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat (oide Pnsal 7
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(tvnt (2) Peraturnn Penerirtalt Nornor 4 Tnhurt 1966 tentttng
Petttberlrcntinrt/Pentberhentiarr Se,nnnIarn Pegau'ni Negeri jo. Pnsal I Perntttrun
Penrcrfirtnlt Nonnr 32 Tnlunr 1979 tertartg Pentberlrcntint Pegnwni Negeri Sipil
sebngninnrm telnlt diubah tlengon Pertttrrrart Pemerhftnh Nontttr 65 Taluu 2008).

Pengajuan Usr,rI Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri
(ztide Perntttran Penrcrirtlnh Nonror 4 T'nlmn L955 tentartg Pentherlrcntinn/Penrberlrcntimr
Sen terr ttr n P egnrun i N e ge ri)

Usul pernberheniian semerltara dari jabatan negeri bagi PNS Golongan III/a
sampai dengan IV,/e, kecuali yang rnendllduki jabatan Eselon I, diajukan rnelalui
Nota Dinas dar:i Pirnpinan rnit eselon I kepada Menteri Ker,rangan u.p. Sekretar is

Jerrrlelal, dengan melampirkan Sur:at Perintah Penahanan dan/atau Surat
Perpanjangan Penahanan clari pihak berwajib seria keputusan pengangkatan
sebagai CI '}NS dan keputusan pangkat k:rakhir.

Perlakttan Tierhadap PNS Yang Telah Mencapai Batas Usia Pensirtn Pada Saat
Masih Dikenakan Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri. (uitle Pnsal 27
Pernturmt Pernerirrtah Nonnr 32 T'nhur 7979 tettnng Penfuerlrentiart Pegnuai Negeri
Siyil sebagninnnn telah dirrbalt dengtrrt Pernturart Penrcrintah Nonnr 65 Tttluur 2008)

a. PNS yang telah rnencapai batas usia pensiun nalnun masih menjalani hukuman
penrlrerhentian sementara dari jabatan negeri, dihentikan pembayaran gajinya
pacia saat IrNS bersangkutan telah mcncapai batas usia pensiun.

b. PNS yang pada saat lnemasuki batas usia pensiun terbukti tidak bersalah
berdasarkan putusan pengaclilan yang telah berkekuatan hukum tetap,
dibelhentikan dengan holnrat sebagai PNS dengan mendapat hakl-rak
kepegawaian sesuai peraturan perunclang-undangan terhitung sejak akhir
bulan dicapainya batas usia pensirn.

c. PNS yang nemasuki batas usia pensilin dan dipidana penjara atau kurtmgan
berdasarlcan ptrtusan pengatlilarr yang telah berkekuatan hukum tetap karena
tnelakukan tindak pidana kejahatan yang diancam clengan pidarra Penjara
paling lama 4 (empat) tahun a tau pidana yang lebih berat, diberlrentikan

dengarr horrnat atau tidak dengan hormat sebagai PNS.

d. Apabila kepada PNS tersebut pada lruruf c dikerrakan pemberhentian dengau
homat, maka PNS bersangkutan rnendapat hak kepegawaiar-r sesltai peratllran
perunclang-rndangan terhitung sejak akhir bulan dicapainya L'ratas usia peusiun.

e. Terhaclap l'NS yang dipidana pelrjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah Lrerkekuatan hukurn tetap karena melakukan tindak
pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya
dengan jabatan atau nrelakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 104 sarnpai dengan I'asal 161 Kitab Undang-Undang
Hukr-trn Pidana, diberhentikan tidak dengau hormat sebagai PNS terhitung
sejak akl'rir br-rlan dicapainya tratas usia pensiun.

f. Ketentuar-r sebagaimana climaksud pacla huruf e berlaku pula bagi PNS sebagaimana
clirnaksud pada huruf c yang clikenakan pemberhentian iidak dengan hormat.

4 .
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g. Pemberhentian sebagai PNS, baik clengan hormat rnalrpun tirlak clengan hormat,
dilaksanakan setelah acia puhrsan pengadilan yaug telah ber kel<uatan hukum tetap.

5. Pengajuan Usul Pengaklriran Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri
(ttitle Perntw'mt Penrerintnh Nontor 4 Tulnm 

'1966 
tentang PentherlrctftiantPenlterlrcntinn

Set ne nt n r n P e gaurn i N egeri)

a- Pengakhiran pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNS Golongan
III/a sampai clengan [V/e, kecuali yang mer"rduduki jabatan Eselon I, yang
terbukti tidak bersalah, dinsulkan nrelalui Nota Dinas tlari Pirlpinan rrnit eselun I
kepacla Menteri Keuangan tr.p. Sekretaris Jencleral, dengan nrelampilkan Stua t
Pedntal'r Penalranan dan/atau Sr-rrat Perpanjangan Penahanan dari pihak benvaiib,
salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum teiap, dan keputusan
pengangkatan sebagai CPNS dan keputtrsan pangkat terakhir.

b. Pengakhiran pemberhentian senentara dari jabatan negeri bagi PNS Golongan
III , /a sampai dengan IVle, kectral i  yang menduduki jabatan Eselon T, yang
terbukti bersalah dan diberhentikan tidak dengan hormat, cliusulkan melalui
Nota Dir-ras dari Pimpinan unit eselon I kepada Menteri l(euangan, tlengan
melampirkan Surat Perintah Penahanan dan/atau Surat Perpanjangan Penahanan
dari pihak berwajib, salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatarr htrlcum
tetap, dan kepuhrsan pengangkatan sebagai CPNS dan keputusan pangkat terakhir.

c. Pengakhiran pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNS Golongan
IIIla sampai dengan IV,/e, kecuali yang menduduki jabatan Eselor-r I, yang
terbukti bersalah dan diberhentikar"r dengan hormat, ditrsulkarr nrelalrri Nota
Dinas dari Pimpinan unit eselon I kepada Menteri  Kenangan u.p. Sekletal is
Jenderal, dengan melarnpilkan Surat Perintalr Penalranan dan/atarr Surat
Perpanjangan Penaharran riari prihak Lrerwajib, salinan puti-rsan pengadilan
yang telah berl<ekuatan ]rukrrm tetap, dan keputusan pengangkatan setragai
CPNS clan keputtrsan pangkat terakhir'.

d. Pengakhiran pembelhentian sementara clari jabatan negeli bagi PNS Gcilongan
IIT,/a sampai dengan IVle, kecrrali yarrg mendnciuki jabatan Eselon I, yang
terbr.rkti bersalalr namun tidak diberhentikan dan hanya dijatuhkan hukuman
disiplin oleh Menteri Keuangarr, ditrsulkan melalrri Nota Dinas dali Pimpinan
unit eselon I kepada Menteri Keuangan, elengan nrelarnpirl<an Surat Periutah
Penahanan dan/atau Surat Perpanjangan Irenahanan dali pihak berwajib,
salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hrrkum tetap.', clan
keptttusan pengangkatan sebagai CPNS dan keptrtusan pangkat terakhir.

O, PEMBERHENTIAN BERRDASARKAN PASAL 8 PEIRATURAN PEMEI{INTATi NOMOR
32 TAI{UN 1979 SEBAGAIMANA TELAI{ DIUBAH DENGAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2OOB

1. PNS yang melar-rggar sumpah/janji alau Pelaturan Disiplin PNS yang l'rerat darr
menumt pertimbangan atasan yang berwenang tidak dapat diperbaiki lagi, dapat
diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS (r,jdc Pasnl 8
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Perttturan Penprintnlt Nomor 32 'fnlnm 79/9 tentang Penrberhet*ian Pegawai Negeri
Siltil sebngninnnn telah diubnlt dengut lrernturnn Pernerintalr Nonrcr 65 Tnhun 2008).

2. Penetapan statr"rs pemberhentian clengan hormat atau tidak dengan hormat
tersebut didasarkan pac1.a pertimbaugan sebagai berikut.

a. Faktor-faktor yang rnendorong PNS melakukan tindak pidana keiahatan.

b. Berat atatt ringannya perbuatan yang dilakukan.
c. Besar atau kecilnya akibat yarrg ditimbtrlkan oleh perbuatan yang dilakukan'

d. Berat atau ringarnya Putusan Pengadilan yang dijatutrkan.
(uide Pasol I Perntu'an Penrcrintsh Nontor 32 Tnlnm 7979 terfimrg Pemberhentintt
Pegmuni Negeri Sipit seltngninnnn telah diubnlt dengnn Pernturan Penrcrintah Nontor 65
'l t luur 2003)

3. Pemberhentian denp;an hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS berlaku

tellritung sejak akhir bulan ;rernberheniian PNS yang bersangktttan (vide Pasal 29

Perntw'mr Penterhtnh Nonrcr 32'l'nlntn 1979 tentnng Penfterlrcntian Pegawai Negeri

Sipil sebngninnnn telnh diubnh dengnn Pernturan Penrcrintnh Nonrcr 65 Tnhmt 2008).

I'. PEMBEI{HENTIAN KARENA MENINGGALKAN TUGAS

1. Ilagi PNS yang meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah selama 2 (dua) bulan
secara terus menerus, dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga fuide
Pnsal 12 aynt (1) Peraturmr Penrcrirftnlt Nonnr 32 Tahun 1.979 tentang Penberlwrtiart
Pegnzuni Negeri Sipil sebngnimnnn telnh diuhnh dengnn Pernturan Pemerintnh Nomor 65

Tnlmt 20AB).

2. Bagi PNS yang meninggalkan tr-rgas tanpa alasan yang sah kurang dari 6 (enam)

bulan secara tetus menerus dan rnelaporkan diri kepada pimpinan dapat:

a. ditugaskan kembali apabila ketidakludiran karena ada alasan-alasan yang

dapat diterirna;

b. diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila ketidakhadiran karena
kelalaian PNS dan menurut pendapat pejabat yang berwenang akan

mengganggtl sllasana kerla jika dittrgaskan kernbali.

(aide Pasnl 72 nyat (2) Peraturnn Penrcrintalt Nonnr 32 Talnnt 1979 tentang
Pentberhentinn Pegnzuni Negeri Sipil sehagnimam telalt diubnlt dengan Peraturan
Pemerintah Nonnr 65'l-aluur 2008)

3. Bagi PNS yang meninggaikan ttrgas tanpa alasan yang sah 6 (enam) bulan secara

terus menerus, diberhentikan ticlak ctengan hormat sebagai PNS (oide Pasnl 
'12 ayat

(3) Percturtm Penrcrintrtfi Nontor 32 Talnm 1979 tentang Peutherhentiarr Pegawni Negeri

Sipil sebngainu:nn telnh dhfutth derryon Peratttrmt Penteri tqh Nomor 65 Tnlnm 2008) '

4. Usulan 1'rembelhentian dengan hormat sebagai PNS diajukan melalui Nota Dinas
Pimpinan lrnit eselon I kepada Menteri Keuangan u.p. Sekretaris Jenderal, dengan
melampirkan:

a. Laporan Bulanan Ketertiban Pegawai (LBKP) selarna kurun waktu lebih dari 2
(dua) bulan dan kurang dari 6 (er-ram) bulan secara terlrs menerus yang
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mencantrlmkan nama PNS tersebut atau surat keterangan dari atasat-r PNS
tersebui.

b. Surat Keputusan Penglrentian Pembayaran Sementara (SKPPS).

c. Upaya pembinaan berupa Surat Peringatan atau Surat Panggilan.

d. Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS dan keputusan pangkat terakhir,

e. Ijazah Program Diploma III clan/atau Diploma IV Sekolah Tinggi Akuniansi
Negara atau bukti penugasan belajar 51, 52 atau 53.

f. BAP yang dilakukan oleh atasan PNS tersebut dan dittrangkan dalanr I-HI',
bagi l'NS yang memenul-ri panggilan pemeriksaan'

g. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) bagi PNS yang masih ikatan dinas dan telah

melunasi ganti rugi.
(ztide Pernturnt Penrcrintah Nonrcr 32 Trthrur 7979 tentang Penfuerlmttian Pegnzoni
Negeri Sipit sebagaimana telalt diubah dengan Perahn'an Penrcrintah Nonnr 65 Talnnt
2008 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nontor 289/KMK.014/2.004 tetltang Ketetrtuatt
Ikntan Dinas Bagi Mtrhnsiswa Progrnm Diplonta Bidang Keuangart Di Littgktmgnn
Depnrletnen Keuntryan)

5. Usulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS diajukan nrelalui Nota

Dlnas Pimpinan unit eselon I kepada Menteri Keuangan, dengan melampirkan:

a. LBKP yang mencantumkan nama dan ketic{akhadiran PNS selama kurun
waktu paling singkat 6 (enam) bulan secara terus menelus atau sllrat
keterangan dari atasan PNS tersebut

b. SKPPS.

c. Upaya pembinaan Lrerr.rpa Sulat Peringhtan atau Surat Panggilan.

d. Surat/Keputusan penjatuhan lrukuman disiplin yang pernalr diberikan'

e. I(eputusan pengangkatan sebagai CPNS dan keputttsan pangkat terakhir.

f. Ijazali Program Diploma III dan/atau Diploma IV Sekolah Tinggi Akturtansi
Negara atau bukti Penlrgasan belajar 51, 52 atau 53.

g. SSBP bagi PNS yang masih ikatan dinas dan telah melrrnasi pembayaran ganti trtgi.
(aide Peruturnn Petnerintnh Nomor 32 Tnhun 1979 tentang Penrberhetttiarr Pegauni
Negeri Sipil sebagaimana telnh diubah dengan Pernturan Penterintnh Nonrcr 65 Tahnr
2008 jo. Keputusan Menteri Keuangnu Notnor 289/KMK.011/2004 ter nng KeterrtrtLrtt
Ikntnn Dinns Bagi Mahasisuta Progrnn Diplomn Bidnng Keunngan Di Lingkungnn
D ep a r t ent en Kett angnril

Q. PEMBERTIENTIAN KARENA TIDAK }VIELAPORKAN DIRI SETELAH SEI-ESAI
MENJALANKAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA (CDTN)

1 lrNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah selesai
menjalankan CDTN, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS (ztde Pasnl 15 nynt
('L) Pernturan Pemerintah Nomor 32 Talnm 1979 tentang Pemberhent ian Pegnuai Negeti
Sipil sebagninmntt telah diubah dengan Perahran Pemerintah Nontor 65 Tillnm 2008).

PNS yang terlambat melaporkan diri kembali kepada instansi indrrknya setelah

sefesai menialankal CDTN, diperlakukan sebagai berikut (ztide Pasnl 15 nyat (1)

Perahran Pemerintah Nomor 32 Tafum 1979 tentang Petnberlrcntian Pegnzoni Negeri
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Siyil sebngnintan lelnlt diubnh dengan Pernttrran Penrerintah Nonor 65 Tnlnn 2008 dnn
Ilortttttui lX nngkn 2 Sw'at Ednrnn Kepnln Bndnn Atlninistrasi Kepegnoninn Negara
Nonnr 04/SE/798(l lentnng pentberhentinn pegoutoi Negeri Sipit ).
a' Dalam hal keterlanrbatan rnelaporkan diri kurang clari 6 (enarn) bulan sejak

CDTN berakhir, PNS dapar diprelasrl.p^. kembali apabila:
1) alasa^ keterlanrbatan pelaporarr dapat diterir.a oleh pejabat ya*g

L-rerwenang;
2) ada lowongan pekerjaan; dan
3) ada persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara,,
terhitung mulai tangga I 1 pad a bulan berikr-rtnya pNS bersangkutan

.  rne lapor .kan d i r i .
lr. Dalam hal keterlarnbatan rnelaporkan diri kurang dari 6 (enarn) bulan, tetapi

alasan keterlambatan pelaporarr ticlak dapat cliterima oleh pejabat ya.g
berwenang, maka PNS bersangkutan diberhentikan dengan horrnat sebagai
PNS.

c. Dalam hal keterlambatan rnelaporkan diri lebih dari 6 (enam) bulan, pNS
bersangkutan Jrarus diberhentikan sebagai pNS.

3. Apabila PNS yang menjalankan CDTN masih terikat ikatan dinas clan ticlak
rnengajtrkau permohonan untr-rk diaktifkan kembali. PNS diberhentikan dengan
lrormat sebagai PNS clengan tetapr clibebani kewajiban membayar ganti rugi. (aide
I'assl-15 nyal (1) Pernturmt Penterintnh Nrwtor 32 Tolturt 1979 tettang Pentberlrcntitttt
Pegnzuai Negeri Sipil sebngainwrn teltth dhthtth dengnn Peratrtrnn Penrcrhtnh Nonrcr 65'I'nlutn 2008 dart Pnsnl 30 Peralttrnn Penter tnh Nontor 24 Talntn 1976 tentnng Cuti
Pegauai Negeri Sipil jo. Keputus,tr Merteri Ketnngnn Nonror 289/K1v1K.014/2004
tentnng Ketentuan lkotnn Dinas Bngi Nlnlursiswa Progrnm Diplonn Bidnng Keumryan Di
Li t t gku ngnt r D ept n r S s1 1 1 11 Ketun ry n n )

4. usulan pemberhentian clengan hormat sebagai I']NS bagi pNS sebagaimana
dirnaksud pada angka 3 diajukan melalui Nota llinas dari Pinrpinan unit eselon I
ditujukan kepacla Menteri Keuangar-r u.p. sekretaris Jenderal, dengan
melampirkan:

a. Keputusan Menteri Keuangan tentang CDTN dan/atau perpanjangan CDTN.
Keptttusan perrgangkatan sel-ragai CPNS dan kepr_rtusan pangkat terakhir.

Ijazah Program Diploma III dan/atau Diploma IV sekolah ringgi Akuntansi
Negara atau bukti penlrgasan belajar 52 atau 53.

(aide Pasal 15 nynt (1) Pernturnn Penterintnh Nonror 32 Tnluut 1979 tentlng
Fenfuerlterrtirtrt Pe.gazoni Negeri Sipil seltngainnna telnh diubah dengnn pernturnir
Penrerirrtnlt Nornor 65 Talnm 2008 dnrr Pnsrtl 30 Peratttrnn Penrcrintsh Nonrcr 24 Tnlrun
7976 tentarrg Cttti Pegawni Negeri sipil jo. Kepfiusnn Menteri Keuurgan Nonnr
289/KMK.014/2A04 tuntttng Ketentunn lkatmt Dintrs Bagi Mttlnsisturt Progran Diplonn
Bid nng Keuortgrtrt Di Linglcurt gu r Depnrte nten Keuongan)

b.
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BAB IV

PERSYARATAN PERI]INAN DAN PELAPORAN
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

1. PERKAWINAN

A. PEITKAWINAN PERTAMA.

PNS yang melaksanakan perkawinarr pertarna waiib melaporkan perkawrnan

kepada pejabat yang berwenang urelalni sahiran hirarki dalarn waktu paling

larnbat 1 (satrr) tahun terhitung mulai tar-rggal perkawinan clilal-sanakan (oide

Pttsal 2 nyat (D Pernturnn Penrcritttnh Nonnr 70 Tnhurr 1983 tentnng lzitt

Perknwinan Dmt PercerLtinn Bagi PegarLni Negeri Sipil sebngainlnna telnlt diult ll

tlengnn Peraturnn Pemerintah Norrtor 45 Tnhut 1990)'

Ketentuan sebagaimana dimaksucl pada arrgka 1 berlaku pr.rla bagi PNS yang

telah menjadi duda/janda yang melangstrngkan perkawinan lagi clan PNS Pria

yang akan beristeri lebih clari seorang (uide Pnsal 2 nynt (2) Pemturtttt Penterintnlr

Nonror 70 Tahrrn 1.983 te tang Izin Perkaruinttn Dan Percerninn Bagi Pegnwai Negeri

siyil sehagninrnnn telah diubnh dengar Pernturnn Penerintnh Nomor 15 Tahun 1990

dtttr Ronmroi IV angkn 
'1,3 

Strnt Etlnrmt Kepnln Bndnn Adntirristrnsi Kepegnzonintt

Negnrn Nomor 0B/SE/1983 tenttutg lzin Perkotuirtnn tlat Percerniut Bngi Pegnruni

Negeri Siltll).

B. PNSPRIAYANG AKAN BERISTERT I-EBIFI DARISEORANG.

PNS Pria yang akan beristeri lebih dari seorang rvaiib ter'lebih dahrrlu

memperoleh ijin terlebilr dahulu dali peiabat yang berwenang (uide Pnsnl 4 aynt
(1) Peraturut Pemerinkth No;ror 10 Talnm 1983 tentntlg lzht Perkmoirtnrr Dnrt

Percernimt Bngi Pegatuni Negeri Sipil sehngaimann telnh diultnlt dengatt Peruturntr

Peneriutnh Nornor 45 Tnlturt 1990).

Permohonan ijin disarnpaikan secara tertttlis melalui saluran hirarki, der-rgan

memrf at alasan-alasan yang mendasari permohonan tersebut (r,itle Pasal l nynt
(4) rlttrt aynt (5) Perattrrnn Penterintalt Nonrcr 70 Talnnt 7983 tentang lzirt

Perkntoinrlt Dnn Percet'nimt Bngi Pegnwni Negeli Sipil sehngnintnnn telah dittltnlr

dengnn Peratrtrnn Penrcr ttnh Noittor 45 Tslum 1990).

Atasan yang metreritna permohonan ijin waiib memberikan pertirnbangan clan

meneruskannya kepacla Pejabat yang bervvenang melalui sahtran hirarki

daiam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhiltrng mulai tanggal

permohonan ijin diterima (ttide Plsttl 5 nynt (1) dttn nynt (2) Pernturtm Penuritttnlt

Notnr 70 Tnhun 1983 tefltang lzin Perkswinmt Dml Percernian Bagi Pegawni Negeri

Sipil sebngaimana telnh dittbtth tlengntr Perntrran Penrcrintnlt Noirror 45 Tnlnnt 
'199()).

Peiabat yang lnenerima permohonan ijin r.traiib nrenlper'ltatikan alasatr yatrg

dikemukakan PNS dan pertimbangatr yang disampaikan atasan PNS sehelurn

mengambil keprrhtsan r-lan/atau apabila diperlukan rreuinta keterangan

tambahan dari isteri PNS yang nrengaiukan permolronan iiin atau ciari pihak

lain yang berkompeten (ttitle Pnsnl g nynt (1) dnn nynt (2) Pernhttntt Penurintnlt

Nonror 70 Tnhu 1983 tentnflg lzin Perkaruinnn Dan Percernian Bngi Pegnwni Negeri

Sipil sebagnhnmn telnh diubnh clengnn Pcrstwttn Penterintnlr Ntnnor 15 Taluut 1990)

1 .

1 .

2.

A
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lji* u*tuk beristeri lebih dari seora.g hanya dapat disetujui apabila:
a. tidak bertentangan dengan ajar.an agarna/kepercayaan yang diamrt pNS

bersangkutan;
b' meme'uhi salah saiu syarat arternatif dan seLrruh syarat kumrratif sebagai

berikrrt:
1)  Sya ra t  A l ternat i f :

a) Isteri rnenderita penya kit jasmani atau rohani yang sulit
tlisembuhkan, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban 

"sebagai

isteri, baik secara biologis ,r,u.,p.rr, lainnya, yang dibuktlkan dengan
surat keterangan clokter pemerintah.

b) Isterl rnendapat cacat bada. dan penyakit lair yang tidak crapat
disembuhkan, serta menderita penyakit badan ya,li -er.,yel.,.rh
da. sulit disemhurrkar-r, yang cribuktikan dengari sui'at keteranga^
dokter: pernerintah.

c) Ister.i tidak dapat 'relahirka. keturunan setelah rnenikah pali.g
kr-rrang 10 (sepuluh) lahun, yang dibuktikan clengan slrrat
keteranS;an d okter pernerinta h.

2) Syarat Krrnrulatit:
a) Perselr_rjuan tertulis clari isteri /isteri_isteri, yang disahkan oleh

atasan PNS paling rendah pejatrat eselon IV.
L, PNS. bersangktrtar-r merniliki pengilasilan yang cukup untr,rk

membiayai lebih dari seorang isteri clan anaf_auuknyo , yarrg
dihuktikan dengan sr.rrat keterairga' pajak pengrrasilan lrrh rasat
2l ) pNS tersebut.

c) Sr-rrat pernyataan pNS yang menyatakan bahwa yang bersangkutan
tnenjamin ur"rtuk berrak.r adir kepacra isteri-isteri c1a' anak-anik.ya.

c. tida k bertentangan dengan peraturan Lrerundang-unclangan;
d. alasan yang dikemr-rkakan tidak bertentargan dengan akal sehat; dan/atatr
e' tirJak terdapat indikasi dapat n-rengga.ggu peraksanaan tu5las keciinasan,

yallg dinyatakan dalanr surat keterangan atasan lingsung pNS
bersangkutan, rninimal pejabat eselon IV atai yang set.ingkat.

fi\le Pnsll 10 nyat (1) sanryni dengnn nynt (4) Pernttu'an pemerirtalt Nontor 10
Tnlnnt 

.1983 tentmtg lziu perkntoirtin Dilt perceraiart Bagi pegmuni Negeri si1til
sebagainmna telah tlittbah tlengan peratrtran penrerintnh Nonrcr 4s raluot 1gg0 dart
'Rontniui lv nrrgkn 1,, nngkn 2, tlnn nrrgkn j,0 sttrot Etrnran Kepala Batlnn Arlxtilistrasi
Kepegou'aintt Negara Nonrcr \B/sE/r9BJ terftang lzirt perknruittntt tlnn percerninrr
Bnpi Pegntuni Negeri Siptit)
Permohonan ijin beristeri lebih clari seseorang ditolak apabila :
a. bertentangan dengan ajarar-r agama/kepercayaan yang clianrrt pNS

bersangkr,rtan;
b' tidak *eme.uhi salah satu syarat alternatif dan seluruh syarat ku',rulatif

tersebut pacla angka 5;
c. bertentangan dengan peraturalr perundang;-undangan;
cl. alasan yang ciikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/ atau

b .
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e. terdapat indikasi dapat mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, yang

dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung PNS bersangkutan,

minimal pejabat eselon IV atau yang setingkat.
(uide Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tafum 1983 tentarrg Izirt

Perkauinan Dan Perceraian Bagi Pegauai Negeri Sipil sebagaimann telah diubnlr

ilengnn Peraturan Pemerintah Nonror 45 Tnlnm 1990 dan Romazui lV angka 9 Surnt

Ednran Kepala Bndan Administrasi Kepegmoainn Negarc Nomor 08/SE/7983 tentang

Izin Perkauinan dan Percernian Bagi Pegauai Negeri Sipil)

7. Keputusan mengenai persetujuan atau penolakan atas permohonan iziu

beristeri lebih dari seorang ditetapkan dalam suatu keputusan oleh Peiabat

yang berwenang paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal

penerimaan permohonan izin (oide Pasal 12 Peraturan Penterintah N ontor 10

Talnm 1983 ientang Izin Perkazuinnn Dan Perceraiat Bagi Pegazuai Negeri Sipil

sebag$iffianfi telah diubah dengnn Peraturan Pemeintah Nonror 45 Tahun 1990 dnn

Romawi IV angkn 11 Strat Edaran Kepala Badan Admhistrasi Kepegauaian Negara

Nomor 08/SE/19ffi tentang Izin Perkazuinan dnn Percerainn Bagi Pegauai Negeri

Sipil).

8. Pejabat yang berwenang dijatuhi hukuman disiplin berat, apabila ya 8
bersangkutan lalai dalam mengambil keputusan pemberian atau penolakan ijin

beristeri lebih dari seorang (aide Pasal 15 ayat (2) Peraturnn Penterintah Nomor 70

Talnm 1983 tentarlg Izin Perkacuinan Dan Perceraian Bngi Pegazuni Negeri Sipil

sebagainnna telah diubah dengan Peraturan Penreintah Nomor 45 Tafum L990).

C. PNSWANITA

PNS Wanita dilarang menjadi isteri kedua/ketiga/keempat (vide Pasal 4 nynt (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tafum 1983 tentang Izin Perkazuinan Dan Perceraian Bagi
Pegazoni Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengnn Perattu'an Penrcrintah Notnor 45

Tatum L990).

II. PERCERAIAN.

A. IJIN

l - PNS yang akan melakukan perceraian wajib terlebih dahulu memperoleh iiin

atau surat keterangan dari Pejabat yang berwenang (aide Pasal 3 aynt (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Talnm 1983 tentang lzin Perknutitnn Dart
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagnimana telah diubah dengan Pernturatr
P etnerintah N omor 45 Tnfu m L990.

Dalam hal terjadi gugatan cerai, maka:

a. PNS yang berkedudukan sebagai penggugat wajib mengaiukan

permohonan ijin tertulis kepada atasan untuk melakukan perceraian'

b. PNS yang berkedudukan sebagai tergugat wajib mernberitahnkan secara
tertulis adanya gugatan cerai dari isteri/suami.

(pide Pasnl 3 ayat Q) Peratrran Pemerintah Nontor 10 Talnm 1.98j tentang lzin

Perkawinan Dan Perceraiafl Bagi Pegatuni Negeri Sipil sebngaimarm telah tlirthnlt

dengan Peraturan Pernerhftah Nomor 45 Tafum 1990)

2.
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Pernrohorrarr ijin disampaikan secara teltulis melalui salLrran hilarki, dengan
memuat alasan-alasan yang mendasari pennohonan tersebut (ttide Pusttl 3 nynt
(3) Perntttrnn Petnerintnh Nonnr 70 

'l-nlnut 1.983 tentnng lzin Perknttitrnrt Dnrr
Percentinn Bagi Pegmotti Negeri Sipil sehtgttittuuttt telnlt dirtbnh dengnn Peruturnn
Petner ttnlr Nonnr 45 Ttthrur 1990).

Atasart yang menerin-ra permohonan ijin waiib memberikan pertimbangan dan

meneruskannya kepada Pejabat yatrg berwenang rnelalui saltuan hirarki dalam
jangka waktu paling lanrbat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Pernrohorlall
ijin cliterima (uitle Pnsnl 5 nyat (1) tl,:lr rtynt (2) Perntw'mr Penerhftnlt Nontor'10
Tnlnn 7983 terftmtg lzin Perkotoiltnn Dut Perceraintr Bngi Pegnzuni Negeri Sipil
sdutgainrarn telnh dirtboh dengat Pernttrrm, Penrcritttfllr Nontor 45 Talwn 7990)

Pejabat yar.rg menerima perlnohonarr ijin wajib rnemperhatikan alasan yang

dikemukakan PNS dan pertimbangan yang disampaikan atasan PNS sebelum

nrengambil keputusan dan/atatt apabila diperlukan meminta keterangan

tambahan dari isteri/suami PNS yang mengajr-rkan permohonan ijin atau dari

pilrak lairr yang berkonrpeten (uide Pnsttl 9 qnt (1) dttn nrynt (2) Peratrrrnrr

Penrcrir'rtnh Nonor 
'10 

Tttlrl,rnr 1983 tentnng Izin Perktttuittnn f)nn Percerninn Bagi
Pegnzuni Negeri Siptil se,bngninmna telslt dirfunh derrgnn Pernturnrr Peneritrtah Nonror

45 Tnhur 1990)
PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yakni

salah satr"r atau lebih alasar-r sebagai berikut.

a Salah satu pihak berbuat zinah, yang dibuktikan dengan:

1) Putusan Pengaclilan;

2) Sr-rrat Pernyataan yang ditand.rtangani oleh paling sedikit 2 (dua) olang

saksi yang telah dewasa yang nrelihat perzitlahau tersebttt dan

rlisal"rkau oleh pejabat setempat minimal Carnat; dan

3) perzinahan diketahui oleh salah satu pihak (suami atau isteri) dengau

tertarrgkap tangan, yang dalam lral ini dituangkan dalarn laporan

perzinahan yang menguraikan hai ikhwal perzinahan, r-iibuat oleh salah

sattr pihak yang menallgkap tangan suami atau istelinya yang telah

berzina h.

Salah satu pihak menjadi pernabok, pemaclat, atau peniudi yang sulit
disembuhkarr, yang dibuktikan rlengan:

6.

i) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleir paling sedikit

saksi yang telah dewasa yang lr-lelrgetahr"ri perbuatan

disahkan oleh pejabat setenpat mininral Camat; dan

2) Surat Keierangan dari dokter Pemerhtah atau Polisi yang
bahwa menurut hasil peme riksaarr, yang bersangkutan
pemabok, pemaclat atau penjudi yang sulit disernbuhkan.

2 (dua) orang
telsebut dan

menerangkart
telah menjadi

Salal-r satu pihak telah meninggalkan piluk lain 2 (dua) tahuu berturttt-

turut clengan tanpra ijin dan alasan sah serta hal lain di luar

kemampuannya, yang clibuktikan dengan surat pernyataan dan

Lr-rral'r/Kepala Desa 1'ang disahkan olelr pejabat setemPat mirrimal CamaU
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cl Salah satu pihak dihukum penjara 5 (linra) tahun atatr lebih secara terus
menerus setelah perkawinan berlangsung, yang dibuktikar-r dengan
Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan htrkum tetap;

e Salah satu pihak rnelakukan kekerasan dalam rumah tangga a tau
penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, yang dibr.rktikan
dengan uiilmt et repertwn dari dokter Pemerintah; atau

f Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
sehingga tidak lagi terdapat harapan untuk hidup belumah tangga secara
rukun, yang dibuktikan dengan surat pernyataan Lurah/I(epala Desa yang
disahkan oleh pejabat setempat rninimal Camat.

(ztide Pnsnl 7 ayat (1) Pernturan Pemerintnh Nonnr 10 Taht*r 1983 tentnrrg lzitt
Perkawinan Dan Perceraian Bngi Pegnzuai Negeri Sipil sebagnimann telnlt tlitrbtrh
dengnn Pernturan Penrcrhtah Nomor 45 Tnhutt 1990 tlan Romnttti III angkn 2 Surnt
Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegmttninn Negarn Narnor 0B/5E/1983 tentttzg
Izin Perkauinan tlan Percerainn Bngi Pegazuni Negeri Siltil)

Ijin untuk bercerai hanya dapat diberikan apabila:

a. tidak bertentangan dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut PNS
bersangkutan;

b. memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana climaksud pada angka 5;

c. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. alasan yang dikemr-rkakan tidak bertentangan dengan akal selrat.
(uide Pasnl 7 ayat (1) Perntw'nn Penrcrintah Nonnr 10 Talnnt 1983 tentttng lzirr
Perksu,inan Dan Perceraian Bngi Pegau,ai Nereri Sipil sebngoinrann telah diutslr
Llengan Pernturan Pemerintah Nonnr 45 Tnfum 1990 dnn Ronmtti lll nngkn 73 Srn'nt
Edarnn Kepala Badnn Administrnsi Kelngnzuninn Negara Nonror 08/SE/7983 tentmry
Izin Perkauinnn dnn Percerainn Bagi Pegaroai Negeri Sipil)

Permohonan ijin perceraian ditolak apabila ;
a. bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh PNS;
b. tidak memenuhi sahrpr-rn persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 6;

c. bertentangan dengan peraturan Perundang-Lrndangan; dan,/atar.r
d. alasan yang diaiukan bertentangan dengan akal sel-rat.
(uide Pnsal 7 ayat (3) Pernturan Penrcrintnh Nomor 70 Talnm '1983 terttatg lziu
Perkawinnn Dnn Percernian Bagi Pegautai Negeri Sipil sebngttinmna telnh diriltnlt
dengan Pernturnn Pemerintah Notnor 45 Tnhun 1990 tlnn Romnzui III nngkn'12 Surnt
Edaran Repala Badnn Adrninistrnsi Kepegawaian Negnra Nontor 0B/SE/7983 tentmrg
lzin Perkau,innn dan Percerainn Bagi Pegnzuai Negeri Sipil)

Permohonan cerai tidak diberikan apabila didasarkan pada alasatr balrwa salah
satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat
menjalankan kewaiiban sebagai suami/isteri. (aide Pnsal 7 nynt Q) Pernturnr
Penrctitrtnh Nomor 1A Tahun 1983 tentntg lzin Perkazttinnn Datr Perccrniart Bagi
Pegnwai Negeri Sipil sebagaimann telah dhbah dengan Pernturan Penrerhrttth Nonor
45 Talnm 1990)

9.
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Pemberian atau penolakan ijin kepada PNS untuk rnelakukan perceraian
clitetapkan clalam suatu kepr.rtusan oleh Pejabat yang berwenang mengambil
keptttusan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal penerimaan
perrrrohrrnan (aide Pnsnl 12 Perntwnn Peurerintah Nomor 10 Talrurt 1983 tetinttg
Izin Perknttinnn Dnn Percerninn Btgi Pt:gazoai Negeri Sipil sebagainn a telah diubah
tlertgttrt Peratttran Penterin tah Nonnr 45'I'ahutr 1990).

Pejabat yang berwenang clijatr.rhi hukuman disiplin berat, apabila yang
bersangkrr tan lalai dalam mengambil keputusan pemberian ijin/penolakan ijin
kepada PNS untuk melakukan perceraian (tside Pnsnl 1'5 aynt (3) Peraturart
Penterhinh Nonnr '10 Talun IgB3 tentang lzin Perkawinnn Dan Perceraian Bagi
Pegnzolti Negeri Si1til sebagninmtn telalt diubnlt dettgan Peraturan Penrcririnlt Nomor
45 Tnlum 1990).

Setelah melakukan perceraian, PNS wajib melaporkan perceraian Paling
larrrbat 1 (satu) br-rlan terhiturrg rnulai tanggal perceraian (aide Rontawi lll angka
18 Surnt Edtrran Keltaln Bntlan Adninistrasi Ke1regazoaian Negarn Nonor 0B/SE/1983
tentnng lzin Perknu nn dat Perceraian Bagi Pegazoai Negeri Siyil).

B. PEMBAGIAN L]AJI SE:|ELAH I FTtJADI PET1CERAIAN

L Apabila perceraian terjadi karena kehendak PNS Pria, maka PNS tersebut

wajib menyerahkan sebagian gaiinya untuk penghidupan mantan isteri dan

artak-anaknya (uitle Pnsnl I avnt (1) Peraturan Penrcrintah Nonnr 10 Talun 1983
tentatg lzht Perlcnwinan Dnn Percerainrt Bngi Pegawai Negeri Sipil sebagaintana telah
dittbnlt dengatt Peraturnt Penrerintalt Nonnr 45 Talurt 1990).

2. Penyeralran sebagaimana dirnaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:

a. apabila anak rnengikuti rnantan isteri :

1) I/3 (sepertiga) gaji ur-rtuk PNS;

2) | /3 (sepertiga) gaji Lrr-rtuk mantan isteri;

3) t/g (sepertiga) gaji trntr"rk anak-anak, yang diberikan kepada mantan isteri.

b. apabila anak ikut l'NS Pria :
1) t /S (sepert iga) gai i  untuk PNS;

2) I /3 (sepertiga) gaji untuk mantan isteri;

3) 1/3 (sepertiga) gaji untuk anak-anak, yang diberikan kepada PNS Pria. .

c. apabila sebagian anak ikr-rt PNS dan sebagian lairurya ikut mantan isteri,

maka bagian gaji untuk anak dibagi menurut jumlah anak yang diberikan
kepada PNS Pria dan mantan isteri;

d. apabila tidak mempunyai anak, maka bagian gaji yang diberikan kepada

mantan isteri adalah /z (seperdua) dari gaji PNS.

(aide Pnsttl I aynt (2) dan nyat (3) Pernturan Penrerintah Nonnr 10 Talnm 1983
tertmtg lzin Perkawinnn Dut Percerainn Bagi Pegnwai Negeri SiTriI sebagainmna telah
ditfuah dengan Pernturan Penrcrhtnh Nontor 45 Talurt 1990 dan Rontawi III angka
19 Sm'nt Edarmt Kepaln Badan Atlninistrnsi Kepegnzunian Negara Nonnr 08/5Efl983
tertnng Izitt P erknuhnm dnn Percernian Bngi Pegautai Negeri Siltil)

10.

1 1 .

12.
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Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, nraka yang bersangkrrtarr ticlak
lrerlrak atas bagian penglrasilan mantan suar.rrinya (uide prtstrl I nynt (4)
Pernturnn Penrcrintnh Nonntr 70 Tnlum 1983 tentrlrg lzin perknlrtitrtltt Drtn
Percerainrt Bngi Pegnwai Negeri S4ril seltngninnnn telnh iiubnlt tlertgan perLrt rtrrnr
Penterintdt Nonror 45 Tahun 1990)

Bagian gaji tidak diberil<an kepada mantan isteri, aprabila percer.aian
disebabkan kalena isteri  .

a. berzinah;

b. melakukan kekerasan dalam runrah tangga atau penganiayaatr ber.at;
c. menjadi Pemablrk, pernadat atau prsnjlldi; dan,/aiar-r

d. urenirrggalkan suami 2 (r lua) talrun trerturut-trrnrt tanpa i j in suanri atau
alasan yang sah.

(aide Pnsnl B aynt (4) Perntrrrnn Penrcrintrth Nonnr 70 Tnlnm 7983 tentnng lziu
Perknuitmn Dnn Percerainn llagi Pegnu,ni Negeri Siltil sebngninnna telnlt litfunll
dengnn Peratur t Pexrcrilftnh Nonror 45 Tttlunt 1990)

Bagian gaji tetap clibelikan kepada nrantan isteri, aprabila isteri merrgajukan
cerai karena dirnaclrr atan kariena suami:
a. berzinah;

b. melakukan kekerasan clalam rumah tangga atar-r perrganiayaan berat;
c. nrer-rjadi lremabuk, pemadat atau petrjudi; dan/atau
d. nreninggalkan isteri 2 (dua) tahun bertumt-tunrt tanpa ijin isteri atatr tanpa

alasan yang sah.
(uitle Pnsnl B aynt (6) Perntrran Penrcrhtttlt Nttnntr 70 Trthuu 1983 tentnttg lzitt
Perknroinnn Dan Percernian Bngi Pegnzuni Negeri SiTtiI sttltngnintnnn telnh iitrbnlt
dengnn Peratrtrnn Penrcrintt:th Noirror 45'lLtlntn 1990)

Apabila mantan isteri  karvin lagi,  maka pembayaran gaj i  dihentikan terhrrurrg
n'rulai bulan berikuhrya mantan isteri karvin lagi (piflE Pasnl B nynt (7) pcruhrrut
Penrcrintnh Nomor '1,0 

Ttthrur 7983 tentang lzin Perkntoinnn Dnt percernitut Bngi
Pegnzoni Negeri Sipil sebagninnnn teltth tl ilhnh derrgnt Pcrnturnn Pemerintnlr Norlor
45 Tnlnrn 1990).

Apabila anak telah berr.rsia 21 (dua prrlulr satu) tahun, atau 25 (clua pr.rluh lima)
tahun namnn rnasih sekolal'r atarr telairlpernah kawin atau telah rnemprrnyai
penghasilan sendiri, maka pemlrayaran bagian gaji untuk arrak dihentikan clan
dibayarkan kepada PNS bersangkuian (zrila Ronnzui III ttngkn 2l drn ntryka 25
sttrnt Ednrntr Kepaln Badnn Adntinistrasi Keytegnutnimt Negnrn Nolror 0B/sE/1983
tetrtmtg Izin Perknzuinnn dnn Percerniat Bagi Pegmtni Negeri Sipil).

Apabila PNS Pria yang telah menceraikan isterinya clarr n'renikalr lagi clengan
wanita lain kemudian menceraikannya lagi, maka rnantan isteri ter.sebrrt
berhak menerinra:

a. 1/3 (sepert iga) dari  sisa gai i  PNS yang bersangkuian, apalr i la anak
mengikuti PNS tersebut;

b. t /Z (seperdua) dari sisa gaji PNS yang bersangkutan apabila c'lali
pemikahan tersebut tidak nrenrpunyai anak;

6.
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c. 2/3 (duapertiga) dali sisa gaji PNS yang bersangkutan apabila anak
mengikuti mantan isteri;

d. apabila sebagian anak nrengikuti tr)NS yang bersangkutan dan sebagian
anak mengikuti mantan isteri, maka 1/3 (sepertiga) dari sisa gaji yang
menjadi l-rak anak, dibagi menurut jr.rmlah anak.

(aide Rontaui III angka 26 Surnt Edaran Kepaln Badan Adninistrasi Kepegawnian
Negara Nont.or 0B/SE/1983 tettnng Izfu perkawinatt rlan Percernian Bagi Pegnzuai
Negeri Sipil)

9. Apabila perceraian terjadi karena kehendak bersama, maka :
a. bagi PNS yang tidak mempunyai anak, pembagian gaji berdasarkan

kesepakatan kec{ua belah pihak.

b. bagi PNS yang mempunyai anak :
1) apabila semua anak trengikuti mantan isteri, 1,/3 (sepertiga) gaji PNS

untuk anak yang diberikan kepada mantan isteri; atau
2) apabila sebagian anak mengikuti PNS Pria dan sebagian laimya

mengikuti mantan isteri, 1/3 (sepertiga) gaji yang rnenjadi hak anak
dibagi menurut iumlah anak.

(aide Ronnui 111 angkn 28 Surat Ednrnn Kepala Badan Adnfui.strasi Keltegauninn
Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Iz t Perknuinnn dnn Percernian Bagi Pegawai
Negeri Sipil)

III. HIDUP BERSAMA.
A. Larangan.

PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria
yang bukan suaminya sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah (aide
Pasnl 14 Pernturnn Pemerintah Nonrcr 70 Tahun 1983 tentmrg lzin Perkawiltan dat
Perceraian Bagi Pegnwni Negeri Siltil sehngainmna telah diubnh dengat Pernhrmt
Penrcrintah Nomor 45 Tnhm L990).

B. Pemeriksaan dan Penjatuhan Huknman Disiplin.

L Apabila terdapat dugaan hidup bersarna, pejabat yang berwenang wajib
nremanggil PNS bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan (aide Pnsal 17 aynt
(7) Peraturatt Penrerintalr Nonror '10 Talnn 1983 tentang Izin Perkauhran dan
Percerniart Bagi Pegnzoni Negeri Sipil sebagainmna telah diubah dengan Peraturnr
Penterintah Nonnr 45 Tnhwr L990 dmr Ronnwi VI angka 3 Surat Ednran Kepaln Badan
Ailrninistrasi Kepegawaian Negarn Nontor 48/SE/1"990 lentang Petmjuk Pelnksannan
Perntw'nn Penrcrintnh Nontor 45 Tnlnm 1990 tentang Penrhalnn ntns Peraturan
Penterintalr Nomor 10 'lnlnn 7983 terftang lzin Perkawinan datr Percerainn bngi
Pegnwni Negeri Sipil).

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (uitle Pasnl 17 nyat
(7) Peraturan Penrerintah Nontor 70 Tnhun 1983 tentang Izhr Perknzuinnn clan
Percerainrr Bngi Pegawai Negeri Siltil sehngainmnn telah tliubah dengan Peraturnn
Penterhttalt Notnor 45 Tnlum 1990 dnn Ronunui VI angka 4 Surnt Ednran Kepnla Badan
Acln i n istrasi Kepegazuaian N egttrn N omo r' 48 /SEng 90 tentang P etur rj nk P elnksn na n n
Perattnmr Pernerhrtnh Nonnr 45 Tnlwn 1990 terftnng Perubnlnn atns Perattnntr
Penterintalt Noutor 10 'falnm 1983 tenlang lzin Perknwinan dan Percerninn bagi
Pegawai Negeri Sipil).
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3. Apabila berdasarkan pemeriksaan, dugaan hidup bersarna tersebut terbukti
benar, maka PNS bersangkutan dijatuhi l'rukuman disiplin berct (r,ide Pnsrtl 75
nynt (1) Pernturun Pemerintnh Nonnr 1.0 Tnhu 1983 tentang lzin Perknuinnn dnn
Percerninn Bngi Pegnzoni Negeri Sipil sebngnintnna telah diuhah dengnn Pernturnn
Penrerintah Nomor 45 Tafum L99A ddn lllmaTui VI mgka 5 Surnt Etlnran Kepaln Badat
Adntittistrnsi Ke1tegmoainn Negnrn Nontor 48/SE/1990 tentnng Petunitk Pelttksnnnnn
Peratrtran Penrcrintah Nontor 45 Tnlrun L990 tentnng Penrbalnn ntns Pernhrrsn
Pernerir nlt \lomor 10 TaIrun 1983 tentnng lzin Perknzuinan dart Percerninn bnqi
Pegawni Negeri Sipil).

IV, PENJATUFIAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT

A. PNS dijatuhi huktruran disiplin berat, apabila:

1. bercerai tanpa ijin/surat keterangan dari pelabat yang berwenang;

2. beristeri lebih dari seorang tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pejabat
yang belwenang;

3. hidup bersama dengan laki-laki atau perempuan yang bukan suami/istelinya;
4. tidak melaporkan perkawinan pertama kepada pejabat yang berwenang clalam

jangka waktu 1 (satu) ta}run se,ak perkawinan dilakukan;

5. tidak melaporkan perceraian kepada pejabat yang ber.wenang dalam jangka
wakiu .l (satu) bulan sejak perceraian terjadi;

6. tidak melaporkan perkawir-ran kedrra/ketiga/keempat kepada pejabat yang
berwenang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak perkar.vinan dilakukan; atarr

7. menolak pembagian gaji terhadap marltan isteri dan anak-anak seslrai peraturan
peru rrd ang-trnd a nga n.

ktitle Pnsnl 15 nyat (7) Pernturan Penrcrintnh Nonrcr 10 Tnhm 1983 tentnng lzin
Perkntoinnn ilnn Percerninn Bagi Pegnuni Negeri Sipil sebngnimnnn telnlt tliubnh rlengnn
Peraturnn Peuter ttnh Nonror 45 Tahm'1990).

B' PNS wanita yang menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin
belat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (aide Pnsnl 15 aynt (2)
Peraturarr Penterintnlt Nonnr 70 Tahun 1983 tentnrlg lzirt Perknzuinan Dan Perceraian Btgi
Pegozuai Negeri Sipil sebngaimnna telnh ditftnh dengan Pernttu'mr Petnerintah Nonror 45
Tnhwr 7990).

C. Atasan dijatuhi hnkuman disiplin berat apabila yang bersangkutan melakukarr
kelalaiar-r dalam pelaksallaan pembinaan kepegawaian (ztide Pasnl 15 nynt (3)
Perntrtrnn Penrcrintnlt Nomor 10 Tnlnm 7983 tentang lzhr Perkntoinnn tlmr Percerairn Bngi
Pegnuni Negeri Sipil sebagainmnn telnh diltbnh dengan Peraturan Pemerinlnh Nontttr 45
Tnlum 7990 dan Ronmrui VIll angkn 1 Su'nt Ednran Kepnln Bndtttr Adninistrnsi
Kepegnzonintt Negnrn Nontor 48/SE/1.990 tentang Petunjuk Pelnksannnn Peratm'an
Pemerintnh Nonrcr 45 Tnfum 1990 tentnng Penbahan ntns Pernturan Pemerintnh Nonnn''10 Tnlnnt 1983 tentntrg lzitt Perkawinnn dmt Percerninn bagi Pegauni Negeri Sipil).
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Pejabat yang berweuang dijatuhi hukumarr disiplin berat apabila yang bersar-rgkutan
lalai dalan rnerrgambil keplrtrsa' ber:kaitan dengan pe.gajuan permohonan
ijin,/surat keterangan untuk rnelaktrkan perceraian, atau ijin beristeri lebih dari
s_eorang ktide-Pnsnl 1S nynt (3) perntrn.mt l,enrcrintah Nontor 70 Tnhun 1.9g3 tentang Izirr
Petkaruirrmr tTnrr Percerninrr Bngi Pegttiuni Ncgeri Sipil sebagnintann telnlt tlithah dingnn
Peratttrmr Penterhrtnlt Nornor 4s 'Ihlum 1g90 dan Ronmwi VIII angkn 1 Surat Ecln;rtut
Keltnln Bndmt Atlntinislrasi Kept:gntwinn Negnrn Notrtor 41/sE/7gi0 tentnng petunjuk
Pelnksannn Pe,rnturnn Penrcrintnlt Nontor 45 'l-alu.ur 

1,990 tentang Penrbnhnn atns
Peraturarr Penrcrintnh Nontttr 10'l-nluut 7983 tetftn g lzirt Perktnpinnn inn Percerainn bngi
Itgnwni Nrgeri Siyil).

Salinan sesr.rai clengan Aslinya
Kepala Biro Surlber Daya Manusia

MENTERI I{EUANGAN,

r .r .d.,

SRI N4ULYANI INDRAWATI
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